




Merespon Potensi Ekonomi 
Pasar Produk Perikanan  
Eropa dan Tuntutan 
Perlindungan Lingkungan; 
Kajian Strategi Peningkatan 
Kapasitas Sektor Perikanan 
dan Kelautan Indonesia yang 
Berkelanjutan

Disusun oleh: 
1) Kezia Eka Sari Dewi, S.T., Ma.H.S., mahasiswa program doktoral, 
    KU Leuven, Belgia.
2) Anton Abdul Fatah, S.A.B.,M.P.A, mahasiswa program doktoral, 
    KU Leuven, Belgia.

Pendamping: 
Muhamad Mufti Arkan SE, Ak., M.Acc, 
Atase Keuangan KBRI Brussels

Kontributor dan Editor: 
Atase Keuangan KBRI Brussel

© 2021



Ikhtisar Utama 

Indonesia adalah produsen produk perikanan 
nomor 2 di dunia setelah China. Hasil peri-
kanan dan hasil industri perikanan Indonesia 

menyumbang 2,6% dari produk domestik bruto In-
donesia. Selain ikan hasil tangkap, budidaya peri-
kanan menyumbang hasil produksi sekitar dua 
pertiga produksi perikanan Indonesia. Volume 
hasil perikanan Indonesia dalam periode 2017 
s.d. 2018 meningkat sebesar 4,45%. Saat ini In-
donesia merupakan produsen ikan tuna (tangkap 
alam) terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki 
potensi besar sebagai produsen udang dan lob-
ster dunia. Di pasar global, Indonesia menyum-
bang 7% produksi ikan tangkap di seluruh dunia.

Ikan merupakan salah satu sumber protein 
utama yang cukup penting bagi masyarakat di 
Eropa. Saat ini, konsumsi ikan per kapita di Eropa 
sebesar 24.3kg. Dari sisi jenis spesies konsumsi 
ikan, penduduk di Eropa menyantap cukup ting-
gi ikan tuna yang sudah diproses dalam bentuk 
pengalengan (canned). Data dari EUMOFA, pada 
tahun 2017 angka konsumsi ikan tuna per kapita 
di Eropa bahkan mencapai 3,07 kg per capita per 
tahun. Angka ini bahkan lebih besar dari tiga jenis 
ikan lainnya yang diproduksi di Eropa, antara lain 
cod (2.31kg/kapita), salmon (2.24kg/kapita), dan 
alaska pollock (1.59kg/kapita). Untuk memenuhi 
kebutuhan ikan Eropa, Uni Eropa sendiri men-
gusahakan dengan berbagai usaha peningkatan 
produksi, namun dengan tetap memperhitungkan 
faktor keberlanjutan dan proteksi terhadap popu-
lasi ikan.

Dilandasi pertimbangan terbatasnya sumber 
daya alam kelautan ini, maka Uni Eropa memi-
liki berbagai kebijakan untuk mengatur laut dan 
memastikan agar industri perikanannya tidak 
mengancam kelestarian lingkungan. Kebijakan 
Uni Eropa mengenai perikanan yang pertama 
yaitu the Common Fisheries Policies (CFP) yang 
mengatur kesepakatan mengenai volume pen-
angkapan ikan yang berkelanjutan, antara lain 
rujukan jenis ikan yang boleh ditangkap dari alam 
serta bagaimana prosedur yang harus dilakukan 
bilamana menangkap ikan yang tidak memenuhi 
syarat untuk ditangkap. CFP juga mengatur hak 
transparansi informasi bagi konsumen khususnya  
terkait asal usul produk (ikan tangkapan atau 

ikan budidaya), area produksi/tangkapan, tanggal 
kadaluarsa produk, serta kandungan gizi. Uni 
Eropa juga membangun sistem European Mari-
time and Fisheries Fund (EMFF) yang salah satu 
tujuannya mengatur mengenai pendanaan bagi 
program–program perikanan sehingga nelayan 
di Eropa secara perlahan bisa mengikuti transisi 
dari kegiatan perikanan tradisional menuju ke ke-
giatan perikanan yang berkelanjutan dan ramah 
terhadap alam lingkungan. Eropa juga menega-
kan mekanisme pengawasan secara ketat melalui 
EU’s fisheries control system yang salah satunya 
memastikan kebijakan dan ketentuan dalam ke-
giatan industri perikanan yang telah ditetapkan 
dipatuhi oleh negara–negara anggota, serta men-
jadi jembatan antara negara anggota dengan Uni 
Eropa. Terakhir, Eropa juga membangun berb-
agai perjanjian kerja sama dengan negara di luar 
Uni Eropa, baik pada tataran bilateral, multilateral, 
maupun regional guna menjaga rantai pasokan 
produk perikanan serta menjaga sustainabilitas 
lingkungan.

Pada beberapa tahun terakhir, Brexit bagi Uni 
Eropa dan Inggris juga menjadi tantangan baru. 
Masalah pada sektor perikanan hanyalah seba-
gian kecil dari tantangan pasca Brexit, termasuk 
aneka kesepakatan lainnya yang masih harus di-
rundingkan antara kedua belah pihak. Kesulitan 
bagi bagi kedua belah pihak untuk mencapai kata 
sepakat terkait isu ini menjadikan perundingan 
terlambat selama hampir empat tahun sejak 2016. 
Hingga tulisan ini dibuat pada tanggal 25 Desem-
ber 2020, kesepakatan yang terjadi baru pada 
tingkat Perdana Menteri Inggris dengan Presiden 
Uni Eropa. Kesepakatan tingkat ini masih memer-
lukan beberapa tahapan pembahasan lanjutan di 
kedua belah pihak, antara lain di tataran parle-
men masing-masing, sehingga masih dapat ter-
us bergerak dan dimungkinkan adanya peruba-
han disertai beberapa penyesuaian. Hal tersebut 
sangat dimungkinkan, terlebih mengingat adanya 
ketidakpuasan dari komunitas nelayan di beber-
apa negara yang terdampak langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti 
dari Wageningen University mengestimasi bah-
wa BREXIT, termasuk kesepakatan perdagangan 
antara UK dan Uni Eropa, tidak akan terlalu ber-
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pengaruh pada produksi ikan secara global 
(Bartelings & Kristkova, 2018). Mengingat 
kepekatan BREXIT, khususnya terkait perikanan, 
diestimasi tidak akan terlalu mempengaruhi 
produksi ikan global, maka dampak tersebut 
tentunya tidak akan banyak berpengaruh pada 
rantai produksi kelautan dan perikanan di 
Indonesia. Namun demikian, pergerakan dan 
perubahan pasar perikanan di Eropa, termasuk 
pasca Brexit, harus selalu dilihat sebagai peluang 
dan dioptimalkan kesempatannya oleh para 
pelaku industri sektor ini di tanah air.

Khusus kerjasama perdagangan dengan 
Indonesia, sampai saat ini telah dilakukan 
perundingan hingga tahap ke-10 terkait 
comprehensive economic partnership agreement 
(CEPA) atau perjanjian kemitraan ekonomi 
komprehensif antara Uni Eropa (UE) dan 
Indonesia. Didalam CEPA tersebut, terdapat 
banyak komoditas, termasuk diantaranya 
komoditas di bidang maritim, perikanan dan 
budidaya perikanan. Namun demikian, luasnya 
cakupan perjanjian ini menjadi permasalahan 
tersendiri, mengingat Uni Eropa dan Indonesia 
memiliki cara pandang yang berbeda dalam 
banyak hal, seperti nilai–nilai terkait perlindungan 
warga sipil, transparansi, dan komitmen terhadap 
perlindungan alam.

Masih besarnya peluang potensi pasar 
eropa untuk komoditas perikanan dan kelautan 
mendorong makalah ini untuk menyusun kajian 
analisa SWOT terkait potensi sektor ini di tanah 
air. Dalam hal kekuatan (strengths), Indonesia 
sangat diuntungkan dengan anugerah sebagai 
negara maritim yang sangat mendukung untuk 
produksi sektor perikanan dan kelautan. Sekitar 
satu pertiga spesies ikan di dunia diyakini berada 
di wilayah perairan Indonesia, dimana beberapa 
jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis 
tinggi, seperti tuna, ikan-ikan karang, udang, 
lobster, aneka ragam kerang, berbagai jenis ikan 
hias, dan rumput laut. Disamping itu, Indonesia 
juga memiliki kekuatan potensi lahan budidaya 
yang sangat luas disertai iklim tropis yang cukup 
stabil dibandingkan dengan negara lain seperti 
Eropa yang memiliki empat musim. Terakhir, 
besarnya penduduk Indonesia, baik sebagai 
produsen maupun konsumen, merupakan potensi 
luar biasa untuk mendukung produksi produk 
perikanan dan kelautan.

Dari sisi peluang, saat ini terdapat estimasi 
ikan dan produk kelautan yang boleh ditangkap 
sekitar 10 juta ton per tahun dan 12.5 juta potensi 
yang ada. Data yang kami temukan memperlihat-
kan bahwa produksi ikan tangkap Indonesia, se-
bagai negara dengan luas perairan yang sangat 
besar masih sangat sedikit dibandingkan dengan 
wilayah-wilayah lain dengan luar perairan yang 
lebih sedikit. Selain peluang komoditas tangkap, 
dari sisi budidaya Indonesia juga dinilai cukup 
kuat mengingat besarnya dukungan potensi la-
han perikanan budidaya yang sangat luas yang 
mencapai hingga 2,8 juta ha untuk lahan budi-
daya air tawar, 2,96 juta ha untuk lahan budidaya 
air payau, dan 12,12 juta ha lahan budidaya laut. 
Namun demikian, saat ini cakupan luas lahan un-
tuk budidaya masih belum optimal, terlihat dari 
angka yang hanya mencapai 316.446 ha untuk 
pemanfaatan lahan budidaya air tawar, 605.909 
ha untuk pemanfaatan lahan budidaya tambak, 
dan 278.920 ha untuk pemanfaatan lahan budi-
daya laut. Peningkatan sektor budidaya tersebut 
sangat penting mengingat untuk Indonesia, tren 
perkembangan produksi budidaya terlihat semak-
in jauh tertinggal, khususnya dari negara-negara 
di kawasan asia timur dan pasifik. Peluang lain 
dari sisi permodalan juga terlihat dari besarnya 
ruang kredit perbankan yang belum semangat 
menyentuh sektor kelautan dan perikanan, kare-
na masih di bawah 1% dari total kredit nasional, 
dengan nilai kurang lebih sekitar 11 triliun rupiah. 
Khusus terkait dengan peluang pasar perikanan 
dan kelautan di Eropa, potensi terbesar bagi Indo-
nesia adalah ekspor tuna, udang, dan lobster. Uni 
Eropa memiliki perjanjian terkait perikanan dengan 
negara berkembang, utamanya untuk tuna. Hal ini 
menunjukkan bahwa permintaan akan tuna di Uni 
Eropa cukup besar, yang semestinya dapat men-
jadi peluang bagi Indonesia. Dari sisi jenis spesies  
konsumsi ikan, penduduk di Eropa menyantap 
cukup tinggi ikan Tuna yang sudah diproses  
dalam bentuk pengalengan (canned).

Namun demikian, Indonesia juga masih memi-
liki beberapa kelemahan pada sektor kelautan 
dan perikanan. Kelemahan pertama adalah domi-
nasi yang sangat tinggi, hingga 99%, dari nelayan 
tradisional skala kecil untuk ikan tangkap serta 
UMKM untuk budidaya sehingga kemampuan je-
lajah perahu sangat terbatas, tonase tangkap kecil 
(hanya 1% di atas 30 GT), serta kapasitas produk-
si yang relatif sangat rendah. Dari sisi kelem-
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bagaan, hingga 2018 perusahaan penangkapan 
yang sudah resmi terdaftar baru mencapai 127 
perusahaan, yang terdiri atas PMA sebanyak 3 
perusahaan, PMDN sebanyak 88 perusahaan dan 
jenis lainnya sebanyak 36 perusahaan. Demikian 
halnya untuk sektor budidaya, hingga tahun 
2018 baru terdapat 258 perusahaan budidaya 
perikanan yang secara resmi sudah terdaftar, yang 
terdiri atas 126 perusahaan budidaya tambak, 73 
perusahaan pembenihan, 45 untuk budidaya laut, 
dan 14 untuk budidaya tawar. Kelemahan minimnya 
registrasi serta kelembagaan perusahaan ini 
tentu menghasilkan beberapa kendala, antara 
lain kesulitan akses terhadap perbankan untuk 
permodalan, termasuk optimalisasi fasilitas 
finansial dan perpajakan yang terus diupayakan 
oleh Pemerintah. Kelemahan terakhir yang 
terkait dengan sektor kelautan dan perikanan 
adalah sedikitnya jumlah pelabuhan perikanan 
di Indonesia. Data dari Kementerian Kelautan 
dan Perikanan juga memperlihatkan bahwa saat 
ini terdapat 538 pelabuhan perikanan. Namun 
demikian, berbagai temuan ahli menyampaikan 
bahwa kondisi pelabuhan perikanan di Indonesia 
masih memerlukan sentuhan serius banyak pihak 
guna mendukung tata niaga perikanan sehingga 
produk perikanan dan kelautan di Indonesia 
dapat menjaga kualitas produknya serta dapat 
memenuhi standar pengiriman yang layak secara 
global, seperti akses penyediaan kebutuhan listrik 
secara mencukupi untuk pemenuhan sistem 
rantai dingin (cold storage, ice flake machine, dan 
kebutuhan lainnya).

Dari sisi ancaman, tingginya illegal fishing dan 
destructive fishing, khususnya oleh nelayan asing 
tampaknya masih marak di perairan Indonesia. 
Kondisi tersebut dapat terjadi karena antara lain 
dua faktor. Faktor kesatu dan yang paling utama 
yaitu masih sedikitnya kapal Ikan Indonesia di 
atas >30 GT yang beroperasi di fishing grounds 
yang selama ini dijarah nelayan asing. Adapun 
faktor kedua adalah lemahnya law enforcement 
dari aparat penegak hukum dan instansi terkait 
di Indonesia. Ekosistem ikan atau komoditas 
tertentu juga kini dalam status over exploited 
pada beberapa wilayah di tanah air. Terakhir, 
Indonesia juga cukup terancam secara langsung 
oleh perubahan iklim serta degradasi ekosistem 
kelautan. Sebagai contoh, dari 12.887 desa atau 
kelurahan maritim di Indonesia, hanya 53.1% yang 
memiliki hutan mangrove di pesisir wilayahnya 

(BPS, 2019; data PODES). Adapun dari seluruh 
hutan mangrove yang saat ini masih ada, 39% 
diantaranya teridentifikasi dalam kondisi rusak.

Setelah meninjau potensi pasar perikanan 
Eropa beserta regulasi–regulasi yang harus 
dipenuhi, maka perlu dirumuskan strategi-
strategi yang kiranya dapat dipertimbangkan 
terkait dengan kemampuan Indonesia untuk 
meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan 
ke Uni Eropa. Terdapat lima rumusan strategi 
yang disajikan melalui makalah ini, baik dari sisi 
strategi institusi keuangan publik, optimalisasi 
kelembagaan komunitas, serta pembiayaan 
alternatif, yang kiranya dapat dilakukan guna 
mencapai target peningkatan produksi dan 
ekspor tersebut.

Strategi pertama adalah terkait sinergitas 
otoritas perpajakan dan cukai dengan lembaga 
pembiayaan perikanan dan kelautan. Rumusan 
strategi pertama ini didasarkan pada registrasi 
kelembagaan perusahaan budidaya perikanan 
dan penangkapan yang masih sangat rendah. 
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan 
Perikanan (LPMUKP, BLU di bawah KKP) yang 
telah menerima mandat untuk menyalurkan 
permodalan dana bergulir yang cukup besar 
dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi 
dan tangkap dari sektor kelautan dan perikanan 
juga mengalami kendala terkait sangat rendahnya 
status legalitas para pengusaha di sektor ini. 
Berkaca pada program tax amnesty yang sudah 
dilaksanakan Pemerintah Indonesia, institusi 
perpajakan dan cukai dapat hadir dengan 
membantu para pengusaha di sektor kelautan dan 
perikanan untuk mendaftarkan usahanya, bukan 
dalam rangka penegakan hukum, namun lebih 
kepada sisi pelayanan. Bahkan, sangat perlu untuk 
menggaungkan lebih massif lagi berbagai fasilitas 
insentif dari pemerintah untuk sektor kelautan dan 
perikanan dari sisi perpajakan dan cukai yang 
mungkin selama ini belum diketahui para pelaku 
usaha, atau lebih jauh bahkan mungkin menakuti 
mereka karena banyaknya informasi tidak akurat. 
Perbaikan dari pendataan dari sisi perpajakan dan 
cukai terhadap para pelaku di sektor kelautan dan 
perikanan diharapkan dapat meningkatkan gairah 
sektor sektor keuangan, dalam hal ini lembaga 
pembiayaan dan perbankan untuk secara serius 
menggarap sektor ini. Lebih jauh, beberapa 
perusahaan pembiayaan digital yang telah resmi 
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terdaftar (financial technology - fintech) juga 
secara perlahan akan masuk sektor ini. Sinergitas 
berbagai instansi ini, yang menaikan angka kredit 
secara formal, juga diharapkan dapat mereduksi 
secara signifikan pembiayaan non-formal 
(rentenir) yang selama ini sangat merugikan para 
nelayan di lapangan. Terakhir, mengingat desa 
nelayan, khususnya di Indonesia bagian timur 
didominasi etnis tertentu yang beragama Islam, 
maka pendekatan syariah juga dapat diterapkan 
dari lembaga pembiayaan.

Strategi kedua yang dirumuskan adalah 
terkait perlunya fokus akselerasi revitalisasi 
dan pembangunan baru Pelabuhan Perikanan 
Nusantara (PPN) dan Pelabuhan Perikanan 
Samudera (PPS) sebagai kawasan industri 
perikanan terpadu yang terkoneksi dengan 
infrastruktur logistik yang lain seperti bandara, 
jalan tol, dan rel kereta api. Sinergitas banyak pihak 
sangat diperlukan untuk mengevaluasi rencana 
tata ruang dan wilayah (RTRW) terkait konektivitas 
dari supply bahan baku dengan kecepatan 
pengiriman menuju konsumen. Sebagai contoh, 
penting untuk mempertimbangkan pelabuhan 
perikanan untuk bisa terkoneksi langsung dengan 
bandara dan jalan tol. Hal tersebut diperlukan 
mengingat untuk ikan jenis tertentu, misalnya tuna 
segar, sangat diperlukan kecepatan pengiriman 
yang hitungannya jam demi menjaga kualitas 
kesegaran ikan. Selain itu, bila kita mengadopsi 
guideline untuk the transport trans-European 
(TEN-T) network, maka salah satu karakteristik 
pelabuhan besar di Eropa adalah konektivitas 
dengan jaringan sungai besar yang juga bisa 
dilintasi oleh kapal-kapal besar. Oleh karenanya, 
di beberapa wilayah di tanah air yang memiliki 
sungai besar, potensi tersebut kiranya bisa 
dioptimalkan dalam mendukung pelabuhan 
perikanan serta pengembangan industri budidaya 
di sekitar aliran sungai-sungai besar. Contoh lain 
yang perlu dipikirkan adalah infrastruktur “rantai 
dingin”, mengingat tempat-tempat penangkapan 
dan budidaya perikanan ada di daerah terpencil 
yang belum terjangkau listrik.

Strategi ketiga disampaikan dalam rangka 
mengatasi permasalahan keterbatasan kapasitas 
daya tangkap nelayan Indonesia yang masih 
tradisional dan 99% dari mereka menggunakan 
kapal dengan ukuran <30 GT dengan fishing 
gears kurang efisien. Dari kajian SWOT, kami 

menemukan bahwa berdasarkan data dari BPS 
saat ini terdapat 12.857 desa yang berada di 
tepian laut dan sebagian dari mereka berstatus 
sebagai desa nelayan. Di sisi lain, Pemerintah juga 
sedang menggalakkan pengembangan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mengakselerasi 
pertumbuhan perekonomian berbasis potensi 
lokal desa. Kami melihat bahwa dari sisi sumber 
daya manusia, para nelayan di tanah air memiliki 
kemampuan melaut yang sangat baik, terbukti 
meskipun hanya dengan perlengkapan tradisional 
mereka bisa menangkap ikan di perairan sesuai 
daya jelajah perahu mereka. Keunggulan sumber 
daya tersebut bila didukung dengan perahu 
yang besar serta peralatan tangkap yang baik 
maka akan menjadi kombinasi kapasitas yang 
potensinya tinggi. BUMDes dapat dioptimalkan 
sebagai perusahaan pemilik kapal diatas 30 GT 
sekaligus pengayom dari para nelayan yang 
menjadi binaan serta warga desa setempat. 
Sebagai institusi bisnis legal di bawah naungan 
instansi desa, BUMDes dapat jauh lebih mudah 
untuk mengakses permodalan dalam rangka 
pengadaan kapal besar, baik melalui perbankan, 
LPMUKP, maupun institusi keuangan lainnya, 
termasuk asuransi untuk mitigasi risiko. Dengan 
adanya pengadaan kapal bertonase besar di 
atas 30 GT oleh BUMDes di desa-desa pesisir, 
diharapkan kemampuan daya jelajah nelayan 
tanah air akan meningkat secara signifikan. 
Keberadaan BUMDes sebagai penaung nelayan 
akan juga membawa kesejahteraan secara 
kolektif dalam satu desa, sehingga peningkatan 
kesejahteraan nelayan akan jauh lebih merata 
dibandingkan bila pengadaan kapal tersebut 
bersumber dari modal perseorangan atau 
perusahaan privat.

Strategi keempat yang dirumuskan adalah 
terkait urgensi pengembangan budidaya ikan 
tuna. Indonesia dengan modal kuat ikan tuna 
serta iklim tropis dan luasnya lahan tentu memiliki 
peluang besar mengembangkan budidaya tuna 
sebagaimana yang sudah diupayakan akhir-akhir 
ini. Tuna aquaculture atau fattening telah serius 
dikembangkan di banyak negara dan produsen 
terbesar di dunia saat ini yaitu Spanyol, Kroasia, 
dan Malta. Beberapa negara lainnya yang juga 
mengembangkan budidaya tuna antara lain 
Yunani, Italia, Maroko, Portugal, Tunisia, dan 
Turki. Angka produksi budidaya tuna mengalami 
peningkatan cukup signifikan dari hanya sekitar 
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Strategi keempat yang dirumuskan adalah 
terkait urgensi pengembangan budidaya ikan 
tuna. Indonesia dengan modal kuat ikan tuna 
serta iklim tropis dan luasnya lahan tentu memiliki 
peluang besar mengembangkan budidaya tuna 
sebagaimana yang sudah diupayakan akhir-akhir 
ini. Tuna aquaculture atau fattening telah serius 
dikembangkan di banyak negara dan produsen 
terbesar di dunia saat ini yaitu Spanyol, Kroasia, 
dan Malta. Beberapa negara lainnya yang juga 
mengembangkan budidaya tuna antara lain 
Yunani, Italia, Maroko, Portugal, Tunisia, dan 
Turki. Angka produksi budidaya tuna mengalami 
peningkatan cukup signifikan dari hanya sekitar 
421.000 ton di tahun 1998 hingga menjadi 7 juta 
ton di tahun 2017. Kondisi ini tentu harus disikapi 
serius oleh Indonesia sebagai penangkap tuna 
terbesar di dunia bila sewaktu-waktu, karena 
alasan keberlangsungan ekosistem, tuna hasil 
tangkap dari alam akan ditolak pasar. Oleh 
karenanya, pengembangan budidaya tuna harus 
menjadi strategi yang digarap bersama-sama, 
lintas institusi dan sektor, di Indonesia.

Strategi terakhir yang dirumuskan adalah 
upaya mereduksi emisi karbon serta memitigasi 
kerusakan lingkungan secara dini dengan 
sumber pembiayaan alternatif, salah satunya 
Green Climate Fund (GCF). Rumusan strategi ini 
didasarkan pada landasan berfikir bahwa bila 
seluruh mitigasi kerusakan lingkungan hanya 
mengandalkan APBN, APBD, serta dana dari 
BUMN/D, maka tentu terdapat batasan ruang 
fiskal mengingat besarnya cakupan berbagai 
sektor yang harus diayomi oleh Pemerintah. 

Mengingat Indonesia, khususnya masyarakat 
nelayan dan pesisir, merupakan negara yang 
terdampak langsung oleh perubahan iklim, maka 
banyak sekali program dan inisiatif yang dapat 
selaras dengan misi GCF. Lebih jauh, bila proyek 
yang dikerjakan digabungkan dengan proyek 
padat karya yang mengikutsertakan nelayan 
guna menyediakan mata pencaharian alternatif, 
khususnya ketika musim paceklik ikan dan cuaca 
buruk, maka kemungkinan persetujuan akan 
semakin lebih tinggi. Indonesia telah memiliki 
proyek yang sudah disetujui dengan pendanaan 
dari GCF antara lain untuk pemulihan hutan dan 
alih fungsi lahan. Oleh karenanya sangat perlu 
dirumuskan proyek yang terkait dengan pemulihan 
ekosistem laut, seperti penyelamatan terumbu 
karang serta kawasan mangrove yang akan 
sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan 
perikanan dan kelautan dalam jangka panjang. 
GCF hanyalah salah satu contoh unit pembiayaan 
yang dapat diakses dalam rangka pendanaan 
upaya konservasi guna menjaga sustainabilitas 
lingkungan, termasuk untuk sektor perikanan 
dan kelautan. Sinergitas berbagai pihak untuk 
merumuskan proyek serta akuntabilitas dalam 
eksekusi pelaksanaan kegiatan, khususnya 
dari gangguan korupsi, sangat diperlukan. Hal 
tersebut tidak saja untuk pengaliran pembiayaan 
pembangunan, namun lebih jauh sebagai upaya 
konservasi alam untuk jangka panjang dengan 
tidak terlalu membebani ruang fiskal keuangan 
negara.
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Pendahuluan

Berdasarkan data dari Food and Agriculture 
Organization of the United Nation (FAO), 
produksi perikanan dunia pada tahun 

2018 mencapai 179 juta ton pada tahun 2018. 
Dari jumlah tersebut, 156 juta ton dikonsumsi 
oleh manusia, dengan demikian didapatkan data 
bahwa konsumsi perkapita pertahun mencapai 
20,5 Kg1. Masih berdasarkan data dari FAO, 
46% produksi perikanan berasal dari budidaya 
perikanan. Adapun negara yang menjadi 
penghasil utama produk perikanan adalah 
China (35%). Di luar China, secara keseluruhan 
Asia menjadi penghasil utama perikanan (34%), 
benua Amerika (14%), Eropa (10%), Afrika (7%) 
dan Oceania (1%). Dari semua benua yang ada, 
hanya Eropa yang menunjukkan penurunan 
produksi perikanan2. Secara global, peningkatan 
konsumsi produk perikanan tiap tahunnya adalah 
sebesar 3,1%.

Indonesia adalah produsen perikanan tangkap 
nomor 23 di dunia setelah China (FAO, 2018)4. 
Hasil perikanan dan hasil industri perikanan 
Indonesia menyumbang 2,6% dari produk 
domestik bruto Indonesia5. Budidaya perikanan 
menyumbang hasil produksi sekitar dua pertiga 
produksi perikanan Indonesia. Volume hasil 
perikanan Indonesia dalam periode 2017 s.d. 
2018 naik sebesar 4,45%. Sementara di saat yang 
sama, konsumsi ikan perkapita Indonesia naik 
menjadi 50,69 Kg/kapita. Adapun Indonesia, saat 
ini adalah produsen ikan tuna terbesar di dunia6. 
Indonesia juga memiliki potensi besar sebagai 
produsen udang dan lobster dunia. Indonesia 
menyumbang 7% produksi ikan tangkap di 
seluruh dunia7.

Ikan merupakan salah satu sumber protein 
utama yang cukup penting bagi masyarakat 
di Eropa. Saat ini, konsumsi ikan per kapita di 
Eropa sebesar 24.3 kg. Namun demikian, angka 
ini kurang merata, misalnya di Eropa tengah 
dan timur, konsumsi ikan perkapita hanya 6 
kg, sekalipun tetap ada peningkatan konsumsi 
ikan perkapita, di samping peningkatan jumlah 
penduduk, terutama di Eropa barat dan utara. 
Adapun konsumsi ikan perkapita di Portugal 
mencapai 30 kg/kapita. Adapun permasalahan 
penurunan produksi perikanan di Eropa, terkait 
dengan kurang bisa bersaingnya harga produk 
dengan hasil produksi  perikanan dan ikan 
tangkap dari Asia, sekalipun kualitas produknya 
sangat prima. Disamping itu, meskipun harga 
produk perikanan cukup tinggi di pasar setempat, 
industri perikanan di Eropa kurang memberikan 
income yang memadai bagi warga Eropa8.

Dari sisi jenis spesies konsumsi ikan, 
penduduk di Eropa menyantap cukup tinggi 
ikan Tuna yang sudah diproses dalam bentuk 
pengalengan (canned). Data dari EUMOFA9, pada 
tahun 2017 angka konsumsi ikan tuna per kapita 
di Eropa bahkan mencapai 3.07kg per capita per 
tahun. Angka ini bahkan lebih besar dari tiga jenis 
ikan lainnya yang diproduksi di Eropa, antara lain 
cod (2.31kg/kapita), salmon (2.24kg/kapita), dan 
alaska pollock (1.59kg/kapita). Untuk detail data 
konsumsi jenis ikan per kapita per tahun dapat 
dilihat pada halaman 43 dari makalah ini.

FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
https://www.statista.com/statistics/240225/leading-fishing-nations-worldwide-2008/
http://www.fao.org/3/cb1213t/CB1213T.pdf halaman 9 appendix 1
https://www.statista.com/statistics/1083946/indonesia-fisheries-contribution-to-gdp/#:~:text=In%202018%2C%20fisheries%20and%20
the,largest%20fish%20producer%20after%20China.
KKP – Republik Indonesia, 2019, “Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan s/d Agustus 2019”, Jakarta
FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
Varadi et al, 2000, “Aquaculture Development Trend in Europe”, Fish Culture Research Institute, Szarvas
EUMOFA = European Union Market Observatory for Fisheries and Aquaculture products: https://ec.europa.eu/fisheries/6-consumption_en
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Menimbang hal–hal sebagaimana tersebut di 
atas, kajian ini berupaya untuk meninjau potensi 
pasar perikanan Eropa, beserta regulasi–regulasi 
yang harus dipenuhi, terkait dengan kemampuan 
Indonesia untuk meningkatkan ekspor hasil peri-
kanan dan kelautan ke Uni Eropa. Selanjutnya 
akan disajikan analisa SWOT terkait kondisi sektor 
perikanan dan kelautan di Indonesia, khususnya 
terkait dengan peningkatan produksi dan daya 
saing ekspor. Pada bagian akhir, kajian ini akan 
mencoba menghadirkan beberapa rumusan 
strategi, baik dari sisi strategi institusi keuangan 
publik,  optimalisasi kelembagaan komunitas, 
serta pembiayaan alternatif, yang kiranya dapat 
dilakukan guna mencapai target peningkatan pro-
duksi dan ekspor tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan ikan Eropa, Uni 
Eropa sendiri mengusahakan dengan berbagai 
usaha peningkatan produksi, namun dengan 
tetap memperhitungkan faktor keberlanjutan dan 
proteksi terhadap populasi ikan10. Hal ini sejalan 
dengan kebijakan dari FAO tahun 2015, dimana 
FAO menekankan pada pengimplementasian 
produksi perikanan berbasis science, manajemen 
budidaya perikanan yang baik, serta transparansi 
pemanfaatan dan perdagangan ikan secara inter-
nasional11. Uni Eropa berkomitmen untuk dapat 
mempertanggung jawabkan semua produk peri-
kanan yang dikonsumsi di Eropa (baik hasil bu-
didaya sendiri maupun impor) memenuhi syarat 
keberlanjutan dan tidak merusak alam12.

10     https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
11    FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en 
12    FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en  
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Kebijakan Uni Eropa terkait Aquaculture 
and Fisheries

CFP pertama kali diperkenalkan pada 
tahun 1970-an, dan sejak itu kebijakannya terus 
mengalami pembaharuan. Adapun kebijakan 
terakhir dari CFP berlaku dari 1 Januari 1974. 
Tujuan utama dari CFP adalah memastikan 
kegiatan perikanan di Eropa “sustainable”, baik 
terkait aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. 
CFP tidak hanya memastikan masyarakat Eropa 
mengkonsumsi produk perikanan yang sehat, 
namun juga memperhatikan komunitas yang 
terkait dengan industri dan budidaya perikanan 
untuk hidup sejahtera.

Terkait dengan isu lingkungan, CFP 
menetapkan bahwa setidaknya pada tahun 
2015–2020 didapatkan kesepakatan mengenai 
volume penangkapan ikan yang berkelanjutan 
yang dapat memastikan kelestarian dari stok ikan 
di perairan Eropa. CFP mengatur ikan–ikan apa 
saja yang boleh ditangkap oleh armada nelayan, 
serta bagaimana prosedur yang harus dilakukan 
bilamana menangkap ikan yang tidak memenuhi 
syarat untuk ditangkap (ikan langka, ikan yang 
ukurannya terlalu kecil, dll).

Untuk mencapai tujuannya, CFP memiliki 
beberapa kebijakan utama, yaitu :

1. Manajemen Perikanan
Kebijakan untuk manajemen perikanan 

dititikberatkan pada upaya untuk menjaga agar 
ikan di perairan Eropa dapat bereproduksi 
dan tidak habis karena dieksploitasi. Untuk itu 
ditentukan quota dan ukuran ikan yang boleh 
ditangkap, di samping peraturan – peraturan 
yang mengatur di perairan mana saja nelayan 
Eropa diizinkan menangkap ikan. Quota ini juga 
memastikan agar nelayan membagi dengan adil 
komoditas ikan yang ada. Kuota ini ditetapkan 
setiap tahun untuk menentukan ikan apa saja 
yang boleh ditangkap tahun selanjutnya dan di 
perairan mana saja.13 14 15

Penetapan kuota didasarkan pada kajian 
ilmiah yang dilakukan oleh negara–negara 
anggota EU. CFP juga memberikan kesempatan 
pada masing–masing negara untuk mengatur 
perairan dan industri perikanannya sendiri. CFP 
menjadi jembatan antara pihak Uni Eropa dengan 
institusi dari masing - masing negara anggota 
terkait industri perikanan.

B

13      EU, 2019, “EU fisheries in the North East Atlantic, North Sea and Baltic Sea In line with maximum sustainable yield (MSY)
14      EU, 2019, “Fishing Areas in the EU”
15      EU, 2019, “Fishing Areas in the Baltic Sea”

Laut, samudera dan pantai merupakan salah satu sumber daya alam Eropa. Berbagai bangsa di 
Eropa merupakan bangsa pelaut. Hingga saat ini, laut merupakan sumber penghidupan bagi jutaan 
rakyat Eropa, baik dari sektor perikanan, maupun pariwisata dan perdagangan. Industri perikanan 

Uni Eropa termasuk 4 besar dunia. Pentingnya laut dan pengelolaannya bagi Uni Eropa, misalnya tercermin 
dari pembicaraan mengenai hal ini dalam perundingan BREXIT. Manajemen perikanan merupakan salah 
satu poin penting yang mengalami kebuntuan dalam pembicaraan mengenai BREXIT. Dimana ketika tidak 
tercapai kesepakatan dengan Inggris, maka negara - negara Uni Eropa yang ada harus bersaing dan 
berbagi sumber daya alam yang masih tersisa (laut yang masih masuk wilayah Uni Eropa).

Dilandasi pertimbangan terbatasnya sumber daya alam kelautan ini, maka Uni Eropa memiliki berbagai 
kebijakan untuk mengatur laut dan memastikan agar industri perikanannya tidak mengancam kelestarian 
lingkungan. Adapun kebijakan Uni Eropa mengenai perikanan, diantaranya:

The Common Fisheries Policies (CFP)
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2. Kebijakan internasional
Sekitar 20% dari armada kapal ikan Uni Eropa 

menangkap ikan di luar perairan Uni Eropa, 
dimana 9,3% menangkap ikan di perairan ZEE 
negara di luar Uni Eropa yang memiliki perjanjian 
khusus dengan Uni Eropa, serta 2,2% lainnya di 
perairan ZEE negara lainnya.16

Mengingat hasil perikanan di dalam Uni Eropa 
tidak dapat memenuhi kebutuhan di dalam Uni 
Eropa, maka Uni Eropa membuka pintu impor 
dari negara – negara lain, yang mana produk dari 
negara lain ini bisa tidak terkena pajak, bilamana 
negara tersebut memiliki perjanjian perdagangan 
bebas dengan Uni Eropa, maupun mendapatkan 
tarif pajak rendah (4% atau 6%), tergantung dari 
perjanjian dengan negara terkait.17

Terkait dengan kebijakan internasional ini, 
untuk saat ini dengan adanya pembicaraan 
mengenai BREXIT, Uni Eropa menghadapi 
tantangan yang cukup besar. Angka 20% armada 
kapal yang menangkap ikan di luar perairan Uni 
Eropa, terancam bertambah, atau bahkan tidak 
mendapat akses lagi untuk menangkap ikan di 
perairan Inggris. Adapun negara - negara yang 
terdampak langsung komunitas nelayannya, 
diantaranya Perancis, Belanda dan Belgia yang 
berbatasan langsung dengan wilayah perairan 
Inggris. Sebagian nelayan dari Belgia misalnya, 
berpegang pada hak menangkap ikan di wilayah 
Inggris yang diberikan berabad-abad yang 
lampau. Dengan adanya BREXIT ini, hak tersebut 
terancam tidak berlaku lagi. Uni Eropa harus 
bernegosiasi mengenai masalah ini dengan 
pemerintah Inggris.

3. Kebijakan perdagangan
Terkait perdagangan, Uni Eropa mensyaratkan 

bahwa setiap produk perikanan yang masuk ke 
wilayahnya harus transparan mengenai asalnya, 
maupun kewajiban untuk menjaga kelestarian 
lingkungan bagi produsennya. Hal ini termasuk 
produk perikanan yang berasal dari negara di luar 

11

Uni Eropa. Konsumen di dalam Uni Eropa berhak 
mendapatkan informasi mengenai produk yang 
mereka konsumsi.18

Adapun informasi yang harus disediakan 
bagi konsumen adalah sebagai berikut: nama 
komersial dan nama ilmiah produk, asal usul 
produk (ikan tangkapan atau ikan budidaya), 
area produksi/tangkapan beserta metode dan 
alat yang digunakan untuk menangkap ikan, serta 
tanggal kadaluarsa produk. Produk juga boleh 
dilengkapi dengan data–data seperti tanggal 
penangkapan, teknik produksi, informasi terkait 
lingkungan, ekonomi dan sosial, serta kandungan 
gizi.19

Uni Eropa juga sedang membahas penerbitan 
sertifikat “eco-label” untuk produk–produk 
perikanan yang akan dipasarkan di wilayahnya. 
Eco-label merupakan sistem pelabelan pada 
produk makanan untuk memastikan produk 
tersebut dari bahan mentah, proses pengolahan, 
distribusi hingga ke tangan konsumen, tidak 
merusak lingkungan. Pelabelan ini akan 
mempertemukan harapan akan lingkungan yang 
sustainable dari konsumen, dengan inovasi 
dari produsen makanan, serta dengan peran 
pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan 
yang memastikan produksi makanan yang 
berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.20

Penelitian dari EUMOFA menunjukkan 
bahwa di seluruh wilayah Eropa, konsumen 
sangat menghargai informasi mengenai produk 
yang mereka konsumsi. Informasi tersebut bisa 
didapatkan dari internet, televisi, media massa 
maupun informasi dari nelayan dan pedagang 
ikan. Adapun informasi–informasi yang dianggap 
sangat penting oleh konsumen ikan di Eropa 
adalah sebagai berikut : tanggal kadaluwarsa, 
nama spesifik ikan, serta apakah produk ini 
sebelumnya merupakan produk “frozen”. Data–
data ini sangat penting bagi konsumen dari 
wilayah Eropa selatan.21

16      https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international
17      COUNCIL REGULATION (EU) 2018/1977, 2018, “opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain 
          fishery products for the period 2019–2020”, ST/14460/2018/INIT
18      Commission Staff , 2013, “Guidance document on the implementation of Chapter II “Professional Organisations” of Regulation (EU) No 
          1379/2013 establishing a common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, Brussels
19      https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information
20      Prieto-Sandoval, et all , 2016,. “ECO-labels as a multidimensional research topic: Trends and opportunities”. Journal of Cleaner Production. 
          135: 806–818. doi:10.1016/j.jclepro.2016.06.167
21      EUMOFA,2017,“FinalReport:EUConsumerHabitsRegarding FisheriesandAquacultureProduct”,ISBN:978-92-79-69463-9 DOI:10.2771/758623
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Masih dari penelitian EUMOFA, didapatkan 
data bahwa informasi yang juga dianggap penting 
ialah informasi mengenai tanggal penangkapan, 
disamping informasi mengenai isu lingkungan, 
apakah produk perikanan tersebut sustainable. 
Untuk isu lingkungan, uniknya hanya dipandang 

penting di wilayah Eropa utara, di kalangan orang 
– orang berpendidikan tinggi serta di kalangan 
generasi muda. Sedangkan informasi mengenai 
pelabuhan asal, asal kapal, informasi etika dan 
sosial komunitas nelayan dipandang kurang 
penting.22

Masalah yang sering timbul ialah masalah 
kuota perikanan yang ditetapkan atas negara an-
ggota. Sistem kontrol ini akan memastikan semua 
kapal ikan berada di dalam pengawasan serta 
memiliki lisensi untuk melaut, termasuk kapal–
kapal kecil dibawah 12 meter. Adapun pelang-
garan terhadap peraturan yang ditetapkan Uni 
Eropa dapat berakibat pada pembatalan lisensi 
melaut pada jangka waktu tertentu.

Uni Eropa juga hanya menerima produk peri-
kanan (termasuk dari negara di luar Uni Eropa)  
yang masuk kategori legal. Adapun untuk 
mendapatkan predikat legal, maka penangkapan 
dan budidaya perikanan haruslah memperhatikan 
antara lain cadangan stok ikan, tidak menghan-
curkan habitat ikan di alam, tidak terlibat kompe-
tisi yang tidak adil, serta tidak menghancurkan 
kehidupan komunitas nelayan, khususnya di ne-
gara–negara berkembang24. Uni Eropa juga tidak 
akan mentoleransi kapal–kapal Uni Eropa yang 
mencuri ikan di wilayah lain di dunia.

22      EUMOFA,2017,“FinalReport:EUConsumerHabitsRegarding FisheriesandAquacultureProduct”,ISBN:978-92-79-69463-9 DOI:10.2771/758623
23     https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/
24     https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_en

Terdapat perbedaan kondisi dan situasi da-
lam industri perikanan dari negara yang satu 
dengan negara yang lain dalam Uni Eropa. Untuk 
itu dibutuhkan program–program dari Uni Eropa 
sendiri guna mendorong kesamaan standar da-
lam kegiatan perikanan di seluruh wilayah Uni Er-
opa. EMFF mengatur mengenai pendanaan bagi 
program–program perikanan di dalam Uni Eropa, 
dengan tujuan sebagai berikut :

1.	 Membantu nelayan Eropa dalam transisi 
dari kegiatan perikanan tradisional menuju 
ke kegiatan perikanan yang berkelanjutan 
dan ramah terhadap alam lingkungan.

Sistem kontrol perikanan di Uni Eropa akan 
digunakan untuk:23

1.	 Mengawasi jumlah ikan yang ditangkap 
serta memerangi illegal fishing.

2.	 Mengumpulkan data perikanan guna 
mengelola kesempatan penangkapan ikan

3.	 Memastikan kebijakan dan ketentuan dalam 
kegiatan industri perikanan yang telah 
ditetapkan dipatuhi oleh negara–negara 
anggota, serta menjadi jembatan antara 
negara anggota dengan Uni Eropa.

4.	 Memungkinkan kegiatan penelusuran 
dan pengecekan atas produk perikanan 
dari saat penangkapan hingga sampai ke 
tangan konsumen. Dari pelabuhan dimana 
kapal ikan merapat, transportasi produk 
perikanan, proses pengolahan di pabrik, 
juga di pasar, dimana produk perikanan 
dijual.

2.	 Mendukung dan mendorong komunitas 
masyarakat pantai untuk diversifikasi 
kegiatan ekonomi.

3.	 Mendanai proyek–proyek yang menciptakan 
lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah 
pantai Eropa.

4.	 Mendukung kegiatan budidaya perikanan 
yang berkelanjutan di wilayah Uni Eropa

5.	 Membuat program bagi nelayan untuk 
mendapatkan akses mudah dalam hal 
permodalan untuk kegiatan perikanan 
yang dilakukan. Sistem pendanaan ini 
dikombinasikan dengan pendanaan 
masing–masing negara anggota.

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

The EU’s fisheries control system
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Seperti disebutkan di atas, 20% kapal–kapal 
ikan Eropa mencari ikan di luar wilayah Uni Eropa. 
Untuk itu terdapat berbagai perjanjian kerja sama 
dengan negara di luar Uni Eropa mengenai hal ini. 
Perjanjian–perjanjian tersebut diantaranya :

1. Perjanjian bilateral

Secara umum dalam perjanjian ini negara–ne-
gara tertentu mengizinkan kapal–kapal dari ne-
gara–negara Uni Eropa untuk mencari ikan di pe-
rairan ZEE mereka. Adapun sebagai imbalannya, 
Uni Eropa memberikan akses bagi kapal–kapal 
dari negara tersebut ke ZEE Uni Eropa. Uni Eropa 
juga mensupport program–program perikanan 
berkelanjutan dari negara–negara tersebut se-
cara finansial. Adapun negara–negara yang diikat 
perjanjian semacam ini kebanyakan adalah nega-
ra–negara di Afrika barat. Perjanjian dengan ne-
gara–negara Afrika barat, pada umumnya terkait 
dengan penangkapan ikan tuna, sekalipun per-
janjian dengan beberapa negara juga mencakup 
penangkapan ikan selain Tuna.

Uni Eropa juga memiliki perjanjian bilateral 
dengan negara-negara Atlantik utara, misalnya: 
Norwegia, Kepulauan Faroe dan Islandia. Namun, 
perjanjian ini lebih terkait dengan perjanjian untuk 
berbagi hasil perikanan di perairan negara terkait.

2. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral yang dilakukan oleh Uni 
Eropa terkait dengan badan–badan dunia seperti: 
United Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) dan Agreement on compliance with 
conservation and management measures, serta 
Code of Conduct for Responsible Fisheries dari 
FAO. Adapun poin utama dari konvensi ini ialah 
untuk mempromosikan sustainable fishing, yang 
mana melarang praktik – praktik eksploitasi hasil 
laut yang merusak alam. 

3. Regional

Perjanjian regional merupakan perjanjian an-
tara Uni Eropa dengan badan–badan pengelola 
perairan dari wilayah lain di dunia, misalnya di 
wilayah Atlantik, Samudera Hindia, Mediterania, 
dan regional lainnya. Adapun terkait jumlahnya, 
terdapat 6 perjanjian terkait tuna dan 11 perjanjian 
terkait hasil perikanan non tuna.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Uni 
Eropa berperan aktif dan sangat mementingkan 
kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan 
berkelanjutan. Tidak hanya di wilayahnya sendiri, 
namun Uni Eropa juga mensyaratkan bahwa pro-
duk perikanan yang masuk ke wilayahnya, selain 
memiliki kualitas yang tinggi, juga harus memenu-
hi persyaratan–persyaratan tersebut di atas. Na-
mun demikian Uni Eropa juga bekerja sama den-
gan negara–negara lain, khususnya di sekitarnya 
untuk mendapatkan hak penangkapan ikan di 
wilayah di luar Uni Eropa tersebut.

International Ocean Governance
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Produk perikanan mentah dari negara di 
luar Uni Eropa dapat diterima sebagai 
barang impor di Uni Eropa tanpa pajak, 

bilamana terdapat perjanjian perdagangan bebas 
antara negara tersebut dengan Uni Eropa. Untuk 
itu perlu ditinjau progress dari perundingan 
terkait comprehensive economic partnership 
agreement (CEPA) atau perjanjian kemitraan 
ekonomi komprehensif antara Uni Eropa (UE) dan 
Indonesia.

Hingga saat ini, telah dilakukan perundingan 
tahap ke-10 antara Indonesia dan Uni Eropa, di 
mana bidang maritim, perikanan dan budidaya 
perikanan termasuk di dalamnya. Namun 
demikian, luasnya cakupan perjanjian ini menjadi 
permasalahan tersendiri. Uni Eropa dan Indonesia 
memiliki cara pandang yang berbeda dalam 
banyak hal. Selain hambatan karena perjanjian 
nantinya harus disahkan oleh parlemen. Hambatan 
yang lain di luar masalah ekonomi ialah upaya Uni 
Eropa untuk menyebarkan nilai–nilainya seperti 
perlindungan warga sipil, hak asasi manusia dan 
masalah sosial melalui perjanjian perdagangan25. 
Indonesia belum pernah memberikan komitmen 
yang kuat mengenai hal–hal tersebut, disamping 
masalah transparansi dan komitmen terhadap 
perlindungan alam.

Persyaratan dari Uni Eropa sangat jelas, “We 
call on the EU and Indonesia to use the CEPA 
negotiations to design an investment chapter that 
prioritises equitable and sustainable development, 
the preconditions for which include a healthy 
environment, a climate-friendly economy, security 
of livelihoods and decent work for all. The CEPA 
must be conditional on the ratification and 
implementation of basic human rights law, as 
well as climate and environmental agreements. 
To safeguard these preconditions, the framework 
for foreign investments requires binding and 
enforceable investor obligations in the area of 
human rights, climate change and environmental 
due diligence, and requirements to promote local 
employment.”26 Hal ini tidak sepenuhnya bisa 
dipenuhi oleh Indonesia yang harus melindungi 
kepentingan nasionalnya.

Di sisi lain, perjanjian ini dipandang akan lebih 
meningkatkan impor Indonesia daripada ekspor 
Indonesia terhadap Uni Eropa. Disamping juga 
permasalahan terkait ekspor barang mentah 
pertambangan yang diinginkan oleh Uni Eropa, 
namun ditentang oleh Indonesia yang ingin 
meningkatkan industri dalam negeri. Contoh yang 
lain mengenai isu lingkungan adalah mengenai 
sawit. Dalam perundingan perjanjian ini, Indonesia 
berharap untuk bisa mendapatkan hak, seperti 
yang didapatkan Vietnam dari perjanjian serupa 
dari Uni Eropa.

25      Horn, et all, 2009. “Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements,” CEPR Discussion Papers 7317, C.E.P.R. 
          Discussion Papers
26      Knottnerus, R, et all, 2018, “The EU – Indonesia CEPA negotiations Responding to calls for an investment policy reset: are the EU and 
          Indonesia on the same page?, Published by SOMO, TNI, IGJ
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Peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat 
Eropa, turut dipengaruhi kampanye untuk 
mengurangi konsumsi daging merah. Baik 

dengan alasan kesehatan, maupun efek bagi ling-
kungan. Akhir–akhir ini kampanye untuk mengu-
rangi konsumsi daging sapi digelar di berbagai 
tempat di Eropa. Dengan menurunnya produksi 
perikanan Eropa, maka fenomena ini merupakan 
peluang bagi Indonesia.

Kita perlu mengenali potensi pasar perikanan 
Eropa. Untuk negara–negara Eropa timur, kon-
sumsi dapat dikatakan relatif rendah dibanding-
kan region lain di Eropa, di wilayah ini, pasar ikan 
sangat tergantung pada suplai lokal dan harga 
ikan. Namun demikian, suplai ikan dari bagian lain 
Eropa turut menurunkan harga produk perikanan 
menjadi lebih terjangkau. Karakter yang hampir 
sama juga ditemukan di kawasan Eropa Tengah27.

Adapun untuk negara–negara Eropa Barat, 
konsumsi ikan relatif tinggi ditunjang oleh tradisi 
kuliner dari masa lalu serta ketersediaan ikan 
segar yang cukup mudah didapatkan. Selain itu 
gaya hidup baru terutama bagi generasi muda, 
yang mana terkait dengan kesadaran kesehatan 
dan trend gaya hidup, seperti kebiasaan makan 
sushi turut meningkatkan tren konsumsi ikan di 
wilayah ini. Namun demikian, akhir–akhir ini mas-
yarakat lebih banyak membeli produk perikanan 
di supermarket dibandingkan pasar ikan.28

Untuk negara–negara Eropa utara, konsumsi 
ikan sangat bergantung pada impor. Dibanding-
kan dengan rata–rata wilayah lain di Eropa, ka-
wasan ini relatif rendah angka konsumsi produk 
perikanannya. Warga di kawasan ini mengang-

gap produk–produk perikanan adalah barang 
yang cukup mahal, di samping mereka mulai 
menyadari pentingnya aspek keberlanjutan dalam 
produksi makanan. Sedangkan kawasan Eropa 
selatan sangat bervariasi, dari Portugal yang jauh 
di atas rata–rata Eropa dalam mengkonsumsi 
ikan, hingga Kroasia yang dapat dikatakan cukup 
rendah apabila dibandingkan rata–rata perkapita 
Eropa.29

Untuk produk perikanan Eropa, didominasi oleh 
kelompok ikan Salmon (Laut Utara dan Samudera 
Atlantik/Norwegia), ikan–ikan laut dalam, kepiting, 
kerang dan tiram (Laut Mediterania).30

Tantangan bagi pengembangan budidaya 
perikanan di Eropa antara lain meliputi:31

•	 Untuk budidaya kerang (mussels) 
permasalahan yang timbul adalah polusi 
yang mengganggu keanekaragaman hayati 
wilayah pantai di Eropa. Disamping itu, 
secara umum, budidaya perikanan Eropa 
harus bersaing juga dengan aktivitas wisata 
di pantai–pantai yang menjadi andalan 
devisa negara setempat;

•	 Masalah kualitas air laut;
•	 Alokasi air untuk budidaya perikanan darat 

(terutama di wilayah Eropa tengah dan 
timur), dimana air tawar juga diperlukan 
untuk konsumsi manusia;32

•	 60% sungai, danau, rawa–rawa di Eropa 
tidak sehat untuk perikanan air tawar, 
setelah berabad–abad dieksploitasi untuk 
kehidupan manusia, misal untuk irigasi, jalur 
transportasi, maupun tempat pembuangan 
limbah.33

27      UMOFA, 2017, “Final Report : EU Consumer HabitsRegarding Fisheries and Aquaculture Product”, ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 
          10.2771/758623
28      EUMOFA, 2017, “Final Report : EU Consumer HabitsRegarding Fisheries and Aquaculture Product”, ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 
          10.2771/758623
29      EUMOFA, 2017, “Final Report : EU Consumer HabitsRegarding Fisheries and Aquaculture Product”, ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 
          10.2771/758623
30      Varadi et al, 2000, “Aquaculture Development Trend in Europe”, Fish Culture Research Institute, Szarvas
31      Varadi et al, 2000, “Aquaculture Development Trend in Europe”, Fish Culture Research Institute, Szarvas
32      Aps, R, et all, 2004, “Freshwater Fisheries in Central & Eastern Europe: the Challenge of Sustainability”, IUCN, Dutch Ministry of Agricul
          ture, Nature and Food Quality, Warsaw
33      https://www.wwf.eu/what_we_do/water/?uNewsID=364693
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Uni Eropa juga menghadapi tantangan dari 
kebijakannya sendiri, mengingat kebijakan Uni 
Eropa yang mengedepankan keberlanjutan jus-
tru mengancam kehidupan dari komunitas nel-
ayan. Dalam hal ini nelayan sangat dibatasi hasil 
tangkapannya. Pembatasan yang ada menyebab-
kan negara–negara penghasil produk perikanan 
untuk berada di luar Uni Eropa, misalnya Norwe-
gia. Adapun kebijakan pembatasan ini juga be-
lum terbukti membantu melestarikan stok ikan di 

Hingga saat ini, Indonesia masih belum 
masuk 5 besar negara pengekspor ikan untuk 
memenuhi pasar Eropa. Salah satu kendala dari 
pengembangan potensi ekspor hasil perikanan 
ke Uni Eropa saat ini adalah belum sepakatnya 
Indonesia dengan Uni Eropa untuk perjanjian per-
dagangan bebasnya. Hal tersebut menyebabkan 
produk Indonesia harus menanggung besarnya 
bea masuk. Di samping itu, untuk dapat menem-
bus pasar Uni Eropa, kita harus memahami target 
pasar di Uni Eropa sendiri, serta tidak boleh meli-
hat Uni Eropa sebagai single market. Tiap region 
dan negara memiliki karakteristik dan demand 
tersendiri. Namun secara umum, gambaran pasar 
di Eropa adalah sebagai berikut:35

wilayahnya.34 Dapat dikatakan bahwa kebijakan 
Uni Eropa lebih menitikberatkan aspek lingkungan 
dibandingkan aspek ekonomi dan sosialnya. 
Kondisi ini menjadi semakin pelik dengan adanya 
BREXIT, dimana area perairan Uni Eropa menjadi 
berkurang ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. 
Uni Eropa harus memperjuangkan kepentingan 
nelayan - nelayannya dalam perundingan dengan 
Inggris.

•	 Negara–negara di wilayah mediterania ada-
lah konsumen ikan terbesar di Eropa. Ada-
pun produk–produk yang mereka sukai dian-
taranya: Tuna (biasanya produk kalengan), 
cod, salmon, alaska pollock, herring, udang 
(crustacea), serta kerang – kerangan.

•	 Negara–negara di wilayah mediterania selain 
menjadi konsumen terbesar produk–produk 
perikanan, juga merupakan negara–negara 
dengan industri pengolahan hasil perikanan 
terbanyak. Negara – negara ini mengimpor 
hasil–hasil laut mentah dari negara berkem-
bang, untuk kemudian diolah dan dipasarkan 
di Eropa.

16

34     Black, Richard , 2010. “’Profound’ decline in fish stocks shown in British records”. BBC News. Retrieved 5 May 2010.
35     Eirikur, B, 2017, “Iceland: Ever-Lasting Independence Struggle”. Nordic Nationalism and Right-Wing Populist Politics. Palgrave Macmillan 
         UK. pp. 93–124
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•	 Imbas dari pandemi covid 19, permintaan 
akan ikan segar sedikit menurun, diganti-
kan oleh permintaan akan ikan yang sudah 
diproses maupun produk frozen (beku). Hal 
ini terkait juga dengan kondisi dimana ban-
yak negara Eropa menerapkan kebijakan 
lockdown, sehingga masyarakat menimbun 
makanan kalengan dan makanan beku.36 

Kebijakan lockdown ini juga berimbas pada 
nyaris tidak adanya permintaan produk peri-
kanan dari industri hotel, restoran, dan cafe. 
Selama ini kebijakan lockdown di Eropa san-
gat memukul usaha hotel, restoran, dan cafe. 
Mereka selalu diperintahkan untuk menutup 
usahanya selama lockdown. Selain itu, Pan-
demi ini pertama kali muncul di China, yang 
segera menerapkan kebijakan lockdown. 
Lockdown di China menyebabkan pasokan 
hasil perikanan ke Eropa terganggu.37

•	 Perancis merupakan pasar terbesar untuk 
udang organik. Untuk pasar udang di Uni 
Eropa, semuanya didatangkan dari negara 
lain (tropical shrimps, species penaeus) da-
lam kondisi mentah atau dibekukan, untuk 
kemudian dimasak di negara pengkonsumsi, 
sebelum dijual di pasar. Untuk pasar Peran-
cis saja, udang masak mencapai hingga 70 
ribu ton per tahun.38 

•	 Adapun pasar udang mentah atau beku un-
tuk Eropa secara keseluruhan ialah 258.000 
ton pada tahun 2015. Dari angka ini, Indone-
sia hanya memasok pasar udang di United 
Kingdom (8%).39 Dengan demikian, situasi 
BREXIT perlu juga menjadi perhatian, meng-
ingat United Kingdom tidak lagi menjadi ba-
gian dari Uni Eropa.

•	 Untuk Eropa barat, pasar terbesar ialah Be-
landa, Belgia, Jerman dan Inggris (sebelum 
Brexit). Namun demikian, Belanda, Belgia 

	 dan Jerman mengimpor produk perikanan 
bukan hanya untuk konsumsi penduduknya. 
Negara–negara ini mengimpor fillet ikan, 
crustacea, dan ikan–ikan kalengan (tuna).
Untuk udang, negara – negara ini menerima 
udang mentah atau beku dan kemudian 
diolah/dimasak untuk selanjutnya dipasarkan 
kembali ke negara–negara Eropa lainnya, 
atau bahkan ke negara - negara di luar Uni 
Eropa.40 

•	 Pasar Eropa Tengah dan timur menyerupai 
pasar Eropa barat laut, namun dengan 
volume yang lebih kecil, dan saat ini 
merupakan pasar yang terus berkembang.

Berdasarkan pemetaan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa produk–produk yang 
berpotensi dipasarkan di Eropa adalah crustacean, 
ikan yang diawetkan, kerang–kerangan, dan fillet 
ikan. Lebih spesifik lagi, produk udang, tuna, 
cumi–cumi, dan fillet ikan. Adapun karakter untuk 
masing masing negara mengenai konsumsi 
hasil perikanan sangat bergantung pada situasi 
masing–masing negara, tradisi kuliner dari 
masing–masing negara, serta kompetisi harga.41 
Untuk tradisi kuliner dan kondisi geografis negara 
turut mempengaruhi pilihan konsumen terhadap 
ikan, apakah ikan air laut maupun ikan air tawar.42   
Harga merupakan faktor dominan bagi konsumen 
(khususnya di Eropa Tengah dan Timur) selain 
penampilan produk.43

Terkait dengan regulasi dan persepsi 
masyarakat, perlu diperhatikan meningkatnya 
kesadaran akan isu lingkungan dan hak asasi 
manusia/komunitas. Sebagai contoh, isu mengenai 
budidaya udang di negara–negara berkembang 
selalu dikaitkan dengan isu lingkungan, serta 
eksploitasi sumber daya manusia.44

36      Booker, C , 2007 “Fishing quotas are an ecological catastrophe”. The Daily Telegraph. London. 
37      https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/what-demand#:~:text=With%20the%20increasing%20demand%20for,2017%2C%20
          reported%20at%20%243.1%20billion
38      https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/what-demand#:~:text=With%20the%20increasing%20demand%20for,2017%2C%20
          reported%20at%20%243.1%20billion.
39      AIPCE, 2020, “Initial Impact Assessment of COVID-19 on the Fish Processing and Trade Sector”Brussels
40      EUMOFA, 2017, “Cooked Shrimps in France : Price Structure in the Supply chain”, Brussels
41      EUMOFA, 2017, “Cooked Shrimps in France : Price Structure in the Supply chain”, Brussels
42      EUMOFA, 2017, “Cooked Shrimps in France : Price Structure in the Supply chain”, Brussels
43      EUMOFA, 2017, “Final Report : EU Consumer HabitsRegarding Fisheries and Aquaculture Product”, ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 
          10.2771/758623
44      Vella, K, 2016, “Fishery and Aquaculture Products, an Overview of EU Consumer Habits, Brussels
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Seperti telah disebutkan di atas, Brexit bagi 
Uni Eropa dan Inggris memberikan tantangan 
baru. Masalah pada sektor perikanan hanyalah 
sebagian kecil dari tantangan pasca Brexit, 
termasuk aneka kesepakatan lainnya yang 
masih harus dirundingkan antara kedua belah 
pihak. Namun demikian, isu perikanan ini oleh 
banyak pihak dikatakan sebagai topik yang 
cukup mengganggu karena adanya saling 
ketergantungan antara Eropa daratan dengan 
Inggris. Selain itu, di saat yang sama isu ini juga 
terkait dengan persepsi “kedaulatan di lautan”, 
setidaknya bagi para pendukung Brexit di Inggris. 
Kesulitan bagi bagi kedua belah pihak untuk 
mencapai kata sepakat terkait isu ini menjadikan 
perundingan terlambat selama hampir empat 
tahun sejak 2016 hingga menjelang Natal 2020. 

Ketika Inggris masih menjadi bagian Uni 
Eropa, maka Inggris harus mematuhi kebijakan 
dari CFP. Sebagai negara kepulauan, yang 
memiliki perairan yang relatif “kaya ikan”, Inggris 
harus berbagi ikannya dengan negara-negara 
Uni Eropa lainnya yang memiliki perbatasan laut 
dengan Inggris. Namun pada saat yang sama, 
nelayan Inggris harus dibatasi kuota CFP untuk 
penangkapan ikan di wilayahnya sendiri.  Tentu 
saja hal ini menimbulkan ketidakpuasan. Dengan 
adanya kesepakatan tanggal 24 Desember, maka 
disepakati kalau masa transisi menjadi 5,5 tahun. 
Dengan penurunan akses ke perairan Inggris 
sebesar 25% dari sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti 
dari Wageningen University mengestimasi bahwa 
BREXIT, termasuk kesepakatan perdagangan 
antara UK dan Uni Eropa, tidak akan terlalu 
berpengaruh pada produksi ikan secara global 
(Bartelings & Kristkova, 2018). Namun demikian, 
dalam skala regional, beberapa negara yang 
berbatasan langsung dengan perairan UK, seperti 
Belanda, Belgia, Perancis, Spanyol, dan beberapa 
negara lainnya akan terdampak langsung, 
khususnya terkait akses dan rantai produksi ikan 
yang terkait perairan Inggris. Dampak langsung 
tersebut berupa penurunan antara -1% s.d. -6%. 
Jenis spesies ikan yang terdampak langsung juga 
sangat kecil, yakni hanya jenis pelagic, seperti 
herrings dan beberapa jenis tuna. Penurunan 

produksi yang terbatas ini, termasuk bila terdapat  
pembatasan tertentu, maka akan berdampak pula 
pada kenaikan harga di pasar Uni Eropa, karena 
adanya perubahan rantai penawaran, peningkatan  
biaya produksi sebesar 45%, sehingga diperkira-
kan turut sedikit menurunkan tingkat konsumsi. 
Adapun Inggris akan mengalami kondisi yang 
sedikit menguntungkan akibat adanya penurunan 
harga ikan dikarenakan surplus produksi dan hasil  
tangkap ikan. Untuk merespon potensi adanya 
kenaikan jumlah ikan tangkap di Inggris tersebut, 
Perdana Menteri Inggris berencana memberikan 
stimulus bagi industri pengolahan hasil perikanan 
di negaranya.

Brexit serta kesepakatan perjanjian yang baru 
akan membuat Inggris untuk tidak perlu lagi 
mengikuti aturan kuota dari CFP yang berlaku di 
Eropa. Perjanjian yang baru juga memungkin-
kan Inggris untuk memiliki kendali penuh dalam 
mengelola sumber daya perikanannya. Namun 
demikian, Inggris tetap sepakat untuk berkoordi-
nasi dengan Uni Eropa dalam masa peralihan 5,5 
tahun mendatang1. Adapun koordinasinya terkait 
kegiatan pengelolaan dan memastikan aspek ke-
berlanjutan dalam hal stok ikan di perairan antara 
Inggris dan Uni Eropa. 

Hingga tulisan ini dibuat pada tanggal 25 De-
sember 2020, kesepakatan yang terjadi baru pada 
tingkat Perdana Menteri Inggris dengan Presiden 
Uni Eropa2. Kesepakatan tingkat ini masih me-
merlukan beberapa tahapan pembahasan lanju-
tan di kedua belah pihak, antara lain di tataran 
parlemen masing-masing, sehingga masih dapat 
terus bergerak dan dimungkinkan adanya peruba-
han disertai beberapa penyesuaian. Hal tersebut 
sangat dimungkinkan, terlebih mengingat adanya 
ketidakpuasan dari komunitas nelayan di beber-
apa negara yang terdampak langsung.

Mengingat kepekatan BREXIT, khususnya ter-
kait perikanan, diestimasi tidak akan terlalu mem-
pengaruhi produksi ikan global, maka dampak 
tersebut tentunya tidak akan banyak berpengaruh 
pada rantai produksi kelautan dan perikanan di 
Indonesia. Namun demikian, pergerakan dan 
perubahan pasar perikanan di Eropa, termasuk 
pasca Brexit, harus selalu dilihat sebagai peluang 
dan dioptimalkan kesempatannya oleh para pela-
ku industri sektor ini di tanah air.

BREXIT

45      EU-UK Trade and Cooperation Agreement, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
46      https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2531
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Kondisi geografis Indonesia merupakan 
anugerah yang luar biasa yang dimiliki oleh bang-
sa ini untuk menjadi sumber kekuatan utama da-
lam rangka menjadi negara yang paling unggul 
di sektor perikanan dan kelautan. Pertama, Indo-
nesia merupakan negara kepulauan terbesar di 
dunia yang berada di daerah tropis (iklim hangat) 
dengan jumlah pulau 17.504. Kepulauan terse-
but menghasilkan panjang garis pantai hingga 
108.000 km dan ditopang oleh luas perairan yang 
mencapai 6,4 juta km², yang terdiri atas luas laut 
teritorial 0,29 juta km2, luas perairan pedalaman 
dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3,00 juta km2. Se-
kitar satu pertiga spesies ikan di dunia diyakini 
berada di wilayah perairan Indonesia, dimana be-
berapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekono-
mis tinggi, seperti tuna, ikan-ikan karang, udang, 

lobster, aneka ragam kerang, berbagai jenis ikan 
hias, dan rumput laut.

Anugerah bagi dunia maritim Indonesia tidak 
hanya terbatas dari luas bentang alam tetapi juga 
kekayaan yang terkandung di dalamnya. Data dari 
LIPI menyebutkan bahwa luas terumbu karang di 
Indonesia mencapai 2,5 juta ha atau sekitar 10% 
dari total terumbu karang dunia. Oleh karenanya, 
70% lebih jenis karang dunia dimiliki oleh perairan 
Indonesia, antara lain 569 jenis dari 82 marga dan 
15 suku. Di tepi pantai, Indonesia juga memiliki 
cakupan wilayah lamun dan mangrove yang 
luas. Pendataan LIPI menyebutkan bahwa saat 
ini luasan lamun47 di Indonesia mencapai luas 
293.464 ha, sedangkan luas kawasan mangrove 
seluas 3,5 juta ha.

Potensi serta Tantangan Perikanan 
dan Kelautan di IndonesiaE

Untuk menggali potensi serta tantangan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia, khususnya 
dalam rangka merespon potensi pasar produk perikanan di Eropa, kami akan melakukan analisa 
SWOT yang disajikan pada tabel di bawah ini. Adapun penjelasan dari masing-masing bagian 

dapat dilihat pada bagian uraian setelah tabel SWOT.

Strengths (Kekuatan)

47      Lamun adalah ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh tumbuhan rerumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin.

Analisa SWOT untuk Potensi Perikanan Indonesia dalam Merespon Pasar Eropa

Strengths

Opportunities Threats

Weaknesses

•	 Geografis Indonesia sebagai negara maritim yang san-
gat mendukung untuk produksi sektor perikanan dan 
kelautan

•	 Potensi lahan budidaya yang sangat luas disertai iklim 
tropis

•	 Besarnya penduduk Indonesia, baik sebagai produsen 
maupun konsumen produk perikanan dan kelautan

•	 Besarnya potensi perikanan dan kelautan yang masih 
belum diproduksi

•	 Besarnya pasar yang masih belum terpenuhi dan 
proyeksi kenaikan permintaan pasar

•	 Degradasi ekosistem, perubahan iklim dan cuaca ek-
strim

•	 Penangkapan ikan ilegal dan merusak

•	 Dominasi tinggi dari nelayan tradisional skala kecil untuk 
ikan tangkap serta UMKM untuk budidaya

•	 Kurangnya SDM untuk optimalisasi teknologi penduku-
ng perikanan dan kelautan

•	 Daya dukung lintas instansi yang masih kurang
•	 Belum adanya kesepakatan perdagangan bebas Indo-

nesia dengan Uni eropa, khususnya terkait sektor peri-
kanan dan kelautan
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Dengan bentang garis pantai yang sangat pan-
jang, Indonesia juga memiliki puluhan ribu kam-
pung nelayan. Berdasarkan data dari BPS, saat 
ini terdapat 12.857 desa yang memiliki tepian 
laut, atau sekitar 18% dari total desa di Indone-
sia yang berjumlah 71.074 (data per tahun 2018). 
Adapun untuk rumah tangga yang menggantung-

kan hidupnya dari budidaya perikanan, maka saat 
ini terdapat sekitar 1.5juta rumah tangga seluruh 
Indonesia pada sektor ini. Hampir setengahnya 
berada pada jenis budidaya kolam (892.249), 
diikuti terbanyak kedua dan ketiga adalah pada 
jenis tambak (263.530) serta sawah/mina-padi 
(178.495).

Opportunity (Peluang secara Umum)

Data dari Kementerian Kelautan dan Peri-
kanan menyebutkan bahwa diperkirakan potensi 
lestari sumber daya ikan laut Indonesia mencapai 
hingga 12,5 juta ton per tahun. Untuk memperta-
hankan sustainability, maka estimasi yang boleh 
ditangkap adalah sekitar 80%, yakni sekitar 10 
juta ton per tahun. Sejak tahun 2000, telah terjadi 
kenaikan produksi perikanan tangkap, khususnya 
untuk perikanan laut. Terlihat dari kisaran 4 juta 
ton per tahun di awal tahun 2000 dan meningkat 
hingga mencapai sekitar 7 juta ton per tahun pada 
beberapa tahun terakhir. Namun demikian, bila 
melihat potensi ikan yang masih bisa ditangkap, 
sebetulnya masih terdapat gap ikan yang masih 
dapat dioptimalkan, bahkan estimasinya hingga 
mencapai 3 juta ton. 

Data dari United Nation sebagaimana digam-
barkan pada grafik di samping juga menunjukan 
bahwa produksi ikan tangkap Indonesia, sebagai 
negara dengan luas perairan yang sangat be-
sar masih sangat sedikit dibandingkan dengan 
wilayah-wilayah lain dengan luar perairan yang 
lebih sedikit. Untuk tiga dekade terakhir, asia 

timur dan pasifik sangat mendominasi diikuti oleh 
negara-negara di Eropa dan Central Asia. Peng-
gunaan teknologi yang cukup tinggi untuk pen-
angkapan ikan di kedua wilayah tersebut diyakini 
menjadi salah satu penyebab ketertinggalan In-
donesia dalam mengoptimalkan peluang potensi 
ikan tangkap di zona perairan tanah air.

POTENSI SERTA TANTANGAN 
PERIKANAN DAN KELAUTAN 

DI INDONESIA

RESEARCH
SERIES

MERESPON POTENSI EKONOMI PASAR PRODUK 
PERIKANAN  EROPA DAN TUNTUTAN 
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

20



Kajian potensi tersebut sangat berkaitan 
erat dengan potensi melimpah ikan di perairan 
Indonesia sebagaimana diperlihatkan peta yang 
dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 
di bagian bawah ini. Terlihat di banyak titik perairan 
Indonesia, dari Malaka hingga Arafura diestimasi 
memiliki potensi sekitar lebih dari 12.5juta ton. 
Oleh karena itu sangat penting mengoptimalkan 
peluang ini dengan tetap menjaga sustainabilitas-
nya, dalam rangka meningkatkan potensi 
perekonomian nasional dari sektor maritim serta 
menjamin ketersediaan sumber protein bagi 
pangan Indonesia.

Besarnya potensi ikan untuk ditangkap juga 
masih memberi peluang bagi daerah-daerah yang 
sebetulnya memiliki zona perairan tangkap yang 
cukup luas namun masih belum memaksimalkan 
potensi maritimnya tersebut. Tabel dengan data 
dari BPS yang diolah sebagaimana ditampilkan 
di samping memperlihatkan dengan cukup detail 
bahwa produksi ikan tangkap masih didominasi 
oleh Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
Sulawesi. Namun demikian, provinsi-provinsi 
lain masih sangat memiliki peluang besar untuk 
memaksimalkan potensi alamnya. Beberapa 
provinsi seperti Gorontalo, beberapa provinsi 
di Kalimantan, Bengkulu, dan Jambi, misalnya, 
masih sangat memiliki peluang besar untuk 
meningkatkan secara signifikan potensi alam 
ikan tangkap di wilayah administratif mereka. 
Beberapa strategi kebijakan yang disusun 
pada makalah ini juga akan terkait erat dengan 
optimalisasi peluang ini.
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Data produksi untuk hasil budidaya pada dasarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada 
dua dekade terakhir. Di awal tahun 2000-an, produksi budi daya hanya mencapai kisaran angka di bawah 
satu juta ton per tahun, karena hanya di-supply oleh jenis budidaya tambak, kolam, keramba, dan sawah. 
Sejak tahun 2004, Indonesia mulai aktif mengembangkan budidaya laut dan jaring apung. Oleh karenanya, 
tidaklah mengherankan bila terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, Indonesia juga mulai 
mengembangkan jaring tancap yang mulai terlihat kontribusinya terhadap produksi perikanan budidaya. 
Angka produksi pada tahun 2017, sebagai contoh, mencapai total hingga 16 juta ton, yang dipenuhi oleh 
budidaya laut dengan produksi hampir 10 juta ton, diikuti oleh tambak dan kolam masing-masing sekitar 
2,7 juta ton, dan sisanya adalah untuk jenis lainnya.

Selain penangkapan ikan, sudah hampir 
setengah abad lamanya Indonesia melakukan 
kegiatan budidaya ikan, baik untuk air tawar 
seperti ikan mas, mujair, nila, dan lele, air 
laut untuk jenis ikan seperti kerapu, kakap, 
dan baronang, serta budidaya tambak untuk 
komoditas udang dan bandeng. Budidaya ikan di 
Indonesia dinilai cukup kuat mengingat besarnya 
dukungan potensi lahan perikanan budidaya 
yang sangat luas yang mencapai hingga 2,8 juta 
ha untuk lahan budidaya air tawar, 2,96 juta ha 
untuk lahan budidaya air payau, dan 12,12 juta 
ha lahan budidaya laut. Namun demikian, saat ini 
cakupan luas lahan untuk budidaya masih belum 
optimal, terlihat dari angka yang hanya mencapai 
316.446 ha untuk pemanfaatan lahan budidaya 
air tawar, 605.909 ha untuk pemanfaatan 
lahan budidaya tambak, dan 278.920 ha untuk 

pemanfaatan lahan budidaya laut. Oleh karena 
itu, terlihat jelas bahwa terdapat kesempatan 
yang luar biasa besar untuk mengoptimalkan 
besarnya potensi lahan yang belum dimanfaatkan 
untuk budidaya perikanan. Guna mendukung 
budidaya ikan, Indonesia juga memiliki peluang 
untuk lebih mengoptimalkan tepung pakan local 
seperti tepung maggot (ulat lalat hitam/black 
soldier), daging kerang hijau, ikan rucah atau 
ikan sisa olahan, ikan pemakan plankton yang 
nilai ekonominya rendah di masyarakat, bahan 
fermentasi berbagai tumbuhan, serta cacing 
lumbricus. Reduksi signifikan terhadap tepung 
pajak impor di satu sisi dan mengoptimalkan 
potensi tepung pakal local di sisi lainnya, tentu 
akan meningkatkan daya saing Indonesia baik 
dari sisi efektivitas maupun efisiensi.
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Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi (ton), 2015-2018
*ranking volume berdasarkan tahun 2018

Untuk budidaya perikanan, tabel di atas juga 
memperlihatkan bahwa terdapat disparitas pro-
duksi budidaya antar provinsi yang cukup tinggi. 
Luasnya lahan serta iklim tropis sepanjang tahun 

merupakan peluang luar biasa bagi Indonesia di 
berbagai penjuru tanah air untuk meningkatkan 
secara signifikan produksi budidaya perikanannya.
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Ekspor Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap menurut Negara Tujuan Utama tahun 2019

Peningkatan sektor budidaya tersebut sangat 
penting mengingat untuk Indonesia, tren perkem-
bangan produksi budidaya terlihat semakin jauh 
tertinggal, khususnya dari negara-negara di ka-
wasan asia timur dan pasifik. Grafik di samping 
menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 
2000-an, Indonesia masih mengalami stagnasi, 
namun di satu dekade terakhir menunjukan pe- 
ningkatan yang cukup tinggi. Peluang Indonesia 
untuk terus menggenjot produksi budidaya peri-
kanan dan kelautan sangat terbuka lebar, mengin-
gat permintaan pasar akan semakin terus terbuka.

Peluang terakhir yang perlu disajikan adalah 
terkait bagaimana sektor keuangan, khususnya 
kredit, yang masih belum semangat menyentuh 
lapangan usaha perikanan. Saat ini persentase 
kredit yang diberikan untuk sektor perikanan pada 
tahun 2018 masih di bawah 1%, dengan nilai 
kurang lebih sekitar 11 triliun rupiah (RD Institute, 
2019). Angka tersebut sangat jauh bila diperband-
ingkan dengan sektor perdagangan dan industri 

pengolahan yang mencapai 25 kali lebih besar. 
Sektor lapangan usaha terdekat, seperti pertani-
an juga sudah cukup tinggi, hingga mencapai 9% 
dari total lapangan usaha. Masih kecilnya alokasi 
kredit perbankan kiranya dapat dilihat sebagai 
peluang, sekaligus tantangan, bagi para pelaku 
usaha di sektor perikanan dan kelautan.

Opportunity (Peluang Khusus untuk Pasar Eropa)

Saat ini, merujuk pada data BPS sebagaima-
na diperlihatkan pada tabel di bawah, ekspor ikan 
segar maupun dingin hasil tangkap masih sangat 
didominasi oleh negara-negara tetangga di se-

kitar Asean, khususnya Malaysia dan Singapura. 
Eropa tampaknya masih belum menjadi primado-
na bagi pasar ikan segar dan dingin dari tanah air.

Adapun untuk ekspor rumput laut dan pro-
duk ganggang lainnya, sebagaimana ditampilkan 
pada tabel di bawah ini, Tiongkok masih sangat 
mendominasi total ekspor yang mencapai hingga 

81%. Terdapat tiga negara di Eropa, yakni Pran-
cis, Denmark, dan Spanyol yang saat ini menjadi 
telah menjadi negara tujuan utama ekspor rumput 
laut dan ganggang. Sebagaimana diketahui, rum-
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Dari sisi pasar, khususnya dari perspektif 
Uni Eropa, potensi terbesar bagi Indonesia ada-
lah ekspor tuna, udang, dan lobster. Uni Eropa 
memiliki perjanjian terkait perikanan dengan ne-
gara berkembang, utamanya untuk tuna. Hal ini 
menunjukkan bahwa permintaan akan tuna di Uni 

Eropa cukup besar, yang semestinya dapat men-
jadi peluang bagi Indonesia. Selain itu, studi–studi 
terkait konsumen produk perikanan di Eropa juga 
menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen 
saat ini lebih menyukai untuk membeli produk–
produk frozen (beku) atau ikan yang sudah diolah.

put laut dan ganggang merupakan salah satu 
bahan baku utama untuk beberapa industri 
kosmetik, obat-obatan, serta olahan makanan 
kaya serat. Oleh karena itu, Eropa sebagai 

negara yang terus mengembangkan produk 
olahan non-hewani (vegetarian) tentu bisa sangat 
dioptimalkan oleh Indonesia untuk kemajuan 
sektor kelautannya.

Ekspor Rumput Laut dan Ganggang Lainnya menurut Negara Tujuan Utama, tahun 2019

20 Negara Eksportir dan Importir terbesar untuk Produk Perikanan dan Kelautan
*angka dalam total US Dollar
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Tabel dari yang bersumber dari data OECD 
di atas memperlihatkan bahwa Indonesia masih 
menduduki peringkat 12 untuk ekspor produk 
perikanan dibandingkan dengan negara-negara 
OECD dan selected countries lainnya. Adapun 
dari sisi impor, dapat dilihat bahwa untuk OECD, 
dari 20 negara importir perikanan terbesar, 12 di-
antaranya adalah negara di Eropa total nilai im-
por mencapai US$51.72 juta dollar, atau hampir 
mendekati 700 Triliun. Dari kondisi ini dapat dilihat 
bahwa pasar produk perikanan dan kelautan di 
Eropa sangat layak untuk dilirik sebagai peluang 
dalam rangka pengembangan industri maritim di 
Indonesia.

Dari data yang ada, terdapat hal yang menarik 
untuk disimak, yaitu: Indonesia konsisten sebagai 
negara dengan produksi hasil perikanan no 2 di 
dunia selama bertahun-tahun (FAO, 2018; appen-
dix p9)48. Namun, bila kita berbicara mengenai 
negara eksportir hasil perikanan, maka Indonesia 
hanya menempati peringkat ke 12 pada tahun 
2018, dan peringkat ke 15 pada tahun 201949. 
Dari total produksi perikanan Indonesia, hanya 
4% yang diekspor50.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
terjadinya disparitas produksi yang besar serta 
ekspor yang belum maksimal. Pertama, tingginya 
rata-rata konsumsi ikan perkapita di dalam neg-
eri yaitu 55,95 kg/kapita/tahun51, jauh melebihi 
rata-rata perkapita dunia sebesar 20,3 kg/kapita/
tahun52 (FAO, 2018; p192). Oleh karena itu, pro-

duksi perikanan dan kelautan yang cukup tinggi 
juga diserap oleh besarnya pasar dalam negeri. 
Namun demikian, sebagaimana diungkapkan 
pada bagian kekuatan dan peluang, masih ter-
dapat ruang potensi produksi tangkap dan budi-
daya perikanan dan kelautan yang belum diop-
timalkan oleh Indonesia. Kedua, hasil penelitian 
dari Balitbang KKP menunjukkan bahwa keung-
gulan komparatif dari produk perikanan Indonesia 
masih bertumpu pada produk ikan segar. Adapun 
produk yang memiliki nilai tambah masih kurang 
memiliki keunggulan komparatif sehingga belum 
memiliki daya saing yang mencukupi53. Menge-
nai hal ini dapat dibandingkan dengan negara 
Vietnam yang cukup besar mengekspor ikannya 
yang sudah diolah. Ketiga, menurut Pakar Kelau-
tan dan Perikanan dari IPB, Prof. Dr. Ir. Rokhmin 
Dahuri, M.S., rendahnya ekspor perikanan dari 
Indonesia yang hanya menempati posisi ke 12 
atau bahkan ke 15, antara lain disebabkan oleh 
kurangnya kuantitas produksi (sehingga harga 
dapat bersaing) dan rendahnya kualitas dari pro-
duk perikanan Indonesia untuk memenuhi standar 
ekspor. Beliau menambahkan bahwa untuk dap-
at memasarkan produk perikanan dan kelautan 
di luar negeri, termasuk Eropa, Indonesia harus 
bekerja keras guna memenuhi persyaratan yang 
diminta oleh negara-negara pengimpor. Upaya 
tersebut harus bersifat menyeluruh pada setiap 
rantai produksi, dari mulai penangkapan dan/atau 
budidaya, proses pengolahannya, pengemasan, 
rantai logistik, hingga pemasaran.

48      http://www.fao.org/3/cb1213t/CB1213T.pdf
49      https://hisconsulting.co.id/id/ekspor-perikanan-indonesia-baru-4-persen-dari-total-produksi
50      https://hisconsulting.co.id/id/ekspor-perikanan-indonesia-baru-4-persen-dari-total-produksi
51      https://kkp.go.id/artikel/16451-2020-kkp-  
52      http://www.agri-outlook.org/commodities/Fish.pdf
53      Saptanto, S , 2011, “ Daya Saing Ekspor Produk Perikanan Indonesia di Lingkup ASEAN dan ASEAN - China, Balitbang KKP
54      Rokhmin Dahuri Institute; https://bit.ly/3ocBP1i

Weaknesses (Kelemahan)

Masalah utama yang sering disampaikan 
oleh para ahli, salah satunya misalnya tim peneliti 
pada RD Institut54, mengungkap bahwa kelema-
han sektor perikanan dan kelautan di Indonesia 
adalah dominasi yang sangat tinggi dari nelayan 
tradisional skala kecil untuk ikan tangkap serta 

UMKM untuk budidaya. Nelayan tradisional ini 
dalam menangkap ikan di lautan hanya menggu-
nakan perahu serta peralatan tangkap tradision-
al, sehingga kemampuan jelajah dan tonase 
tangkapnya relatif sangat kecil. 
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Data pada grafik di samping55 memperlihatkan 
bahwa sebagian besar (99%) nelayan Indonesia 
menggunakan kapal dengan ukuran < 30 GT 
serta fishing gears kurang efisien, sehingga 
produktivitas daya tangkap rendah. Hanya 
sekitar 1% nelayan di tanah air yang sudah 
menggunakan kapal di atas 30 GT. Kelemahan 
ini tentu membuka peluang masuknya perahu dan 
kapal dari luar Indonesia dengan kapasitas yang 
jauh lebih besar, mengingat selama ini nelayan 
Indonesia masih belum memanfaatkan potensi 
laut dengan perlengkapan yang mumpuni.

Kelemahan berikutnya dari tata industri 
perikanan adalah terkait sisi kelembagaan 
perusahaan penangkapan ikan. Grafik (BPS, 
2019) disamping memperlihatkan bahwa hingga 
2018, perusahaan penangkapan yang sudah 
resmi terdaftar baru mencapai 127 perusahaan, 
yang terdiri atas PMA sebanyak 3 perusahaan, 
PMDN sebanyak 88 perusahaan dan jenis 
lainnya sebanyak 36 perusahaan56. Kelemahan 
minimnya registrasi serta kelembagaan 
perusahaan tangkap ini tentu menghasilkan 
beberapa kendala, antara lain kesulitan akses 
terhadap perbankan untuk permodalan, termasuk 
optimalisasi fasilitas finansial dan perpajakan 
yang terus diupayakan oleh Pemerintah.Tingkat 
registrasi dan status kelembagaan yang masih 
rendah juga terjadi pada sektor budidaya. Hingga 
tahun 2018, baru terdapat 258 perusahaan 
budidaya perikanan yang secara resmi sudah 
terdaftar, yang terdiri atas 126 perusahaan 
budidaya tambak, 73 perusahaan pembenihan, 
45 untuk budidaya laut, dan 14 untuk budidaya 
tawar (BPS, 2019). Kelemahan rendahnya status 
registrasi kelembagaan perusahaan di sektor 
budidaya juga merembet pada rendahnya kredit 
usaha pada lapangan usaha budidaya, termasuk 
menjadi halangan untuk penyaluran fasilitas dari 
berbagai lembaga yang menuntut status ofisial 
perusahaan yang akan menerima bantuan.

Industri perikanan Indonesia juga masih 
didominasi oleh penjualan barang mentah, yang 
ini pun juga masih terhambat oleh kebijakan bea 
masuk yang belum terselesaikan dengan negara - 
negara pengimpor hasil laut Indonesia.57

Kelemahan terakhir yang terkait dengan sek-
tor kelautan dan perikanan adalah sedikitnya jum-
lah pelabuhan perikanan di Indonesia. Data dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan memper-
lihatkan bahwa saat ini terdapat 538 pelabuhan 
perikanan. Namun demikian, berbagai temuan 
ahli menyampaikan bahwa kondisi pelabuhan 
perikanan di Indonesia masih memerlukan sen-
tuhan serius banyak pihak guna mendukung tata 
niaga perikanan sehingga produk perikanan dan 
kelautan di Indonesia dapat menjaga kualitas 
produknya serta dapat memenuhi standar pen-
giriman yang layak secara global.

55      Dari dari Rokhmin Dahuri Institute, diolah
56      Data dari BPS, 2020, diolah
57      Mariza, N Et al, 2016, “Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional”, Transformasi, TR-2016/02
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Nelayan Indonesia juga kekurangan infra-
struktur pendukung selain pelabuhan. Misalnya 
akses penyediaan kebutuhan listrik secara men-
cukupi untuk pemenuhan sistem rantai dingin, 
seperti cold storage, air blast freezer, contact 
plate, ice flake machine, dan lain-lain.  Padahal 
lokasi produksi biasanya berada di lokasi terpen-
cil. Pada tahun 2015, ketersediaan cold storage 
baru mencapai 200.000 ton/tahun, padahal kebu-
tuhannya mencapai 1,32 juta ton/tahun, dan 1,7 
juta ton/tahun di tahun 2017 mendatang. Sebagai 
perbandingan, di Jawa kebutuhannya mencapai 
515.000 ton/tahun, namun baru tersedia seban-
yak 118.000 ton/tahun. Demikian pula di wilayah 
Maluku dan Papua, dari kebutuhan mencapai 
68.000 ton/tahun, baru tersedia sebanyak 14.000 
ton/tahun.58

Sebagai komparasi, Eropa saat ini sudah 
memiliki 329 pelabuhan besar dalam suatu 
kerangka jaringan besar the transport trans-Euro-
pean network (TEN-T)60. 329 pelabuhan tersebut 
minimal memiliki kapasitas untuk berlabuhnya 
kapal dan perahu dengan tonase 1.350 ton. Lebih  
jauh, pelabuhan-pelabuhan tersebut terkonek-
si dengan baik dengan akses jalan tol, jarin-
gan kereta api, serta konektivitas sungai besar.  

Sebagai contoh, Belgia, yang luas negaranya 
tidak lebih besar dari Jawa Barat, saat ini memiliki 
tiga pelabuhan yang sangat besar antara lain 
Antwerpen, Gent, dan Oostende Zeebrugge. 
Jerman sebagai ekonomi terbesar di Eropa 
memiliki 20 pelabuhan. Adapun Spanyol, sebagai 
negara importir ikan terbesar di Eropa, saat ini 
memiliki 37 pelabuhan dalam jaringan TEN-T.

Peta Lokasi Pelabuhan Utama di Eropa yang Masuk pada Jaringan TEN-T59

58      Mariza, N Et all, 2016, “Kebijakan Percepatan Pembangun Industri Perikanan Nasional”, Transformasi, TR-2016/02
59      Peta dapat diakses secara online pada link berikut: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme
          =78:1;c=950564.0893519893,6935472.822042013;z=6
60      https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/ports/doc/2014-04-29-brochure-ports.pdf
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Ancaman yang terkait dengan perikanan dan 
kelautan di Indonesia diidentifikasi sebanyak 
tiga hal. Pertama, tingginya illegal fishing dan 
destructive fishing, khususnya oleh nelayan 
asing yang masih marak di perairan Indonesia. 
Kondisi tersebut dapat terjadi karena antara lain 
dua faktor. Faktor kesatu dan yang paling utama 
yaitu masih sedikitnya kapal Ikan Indonesia di 
atas >30 GT yang beroperasi di fishing grounds 
yang selama ini dijarah nelayan asing. Adapun 
faktor kedua adalah lemahnya law enforcement 
dari aparat penegak hukum dan instansi terkait di 
Indonesia. Program kerja Kementerian Kelautan 
dan Perikanan yang sangat gencar melakukan 
penangkapan dan penenggelaman kapal asing 
ilegal hingga pertengahan tahun 2019 sebetulnya 
cukup andil dalam mengatasi ancaman ini. 
Namun demikian, upaya tersebut tentu harus 
terus dilanjutkan dan ditingkatkan penegakannya.

Ancaman yang kedua adalah status 
pemanfaatan potensi sumber daya ikan di perairan 
Indonesia yang kurang memperhatikan faktor dari 
keberlangsungan jangka panjang (sustainability) 

hayati dari ekosistem ikan atau komoditas 
tersebut. Gambar di samping, yang bersumber 
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, secara 
detail memperlihatkan bahwa untuk spesies 
tertentu sudah terjadi status over exploited 
(berwarna merah). Kondisi tersebut tentu menjadi 
ancaman bagi perikanan dan kelautan Indonesia 
bila tidak ada langkah dan upaya yang strategis 
dan terukur dari berbagai pihak, termasuk para 
nelayan dan pelaku industri di sektor ini.

Adapun ancaman terkait yang terkait dengan 
perikanan dan kelautan adalah terkait dengan 
perubahan iklim serta degradasi ekosistem 
kelautan. Sebagai contoh, dari 12.887 desa 
atau kelurahan maritim di Indonesia, hanya 
53.1% yang memiliki hutan mangrove di pesisir 
wilayahnya (BPS, 2019; data PODES). Adapun 
dari seluruh hutan mangrove yang saat ini masih 
ada, 39% diantaranya teridentifikasi dalam kondisi 
rusak. Statistik ini hanya salah satu contoh dari 
beberapa indikator lainnya yang dapat menjadi 
ancaman jangka panjang bagi sektor perikanan 
dan kelautan di Indonesia.

Threat (Ancaman)
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Secara umum, kebijakan pemerintah Indonesia 
terkait perikanan adalah sebagai berikut :62

Secara khusus, Presiden menginstruksikan 
13 langkah percepatan kepada Menteri Kelau-
tan dan Perikanan, termasuk mengevaluasi per-
aturan perundang-undangan yang menghambat 
pengembangan perikanan tangkap, budidaya, 
pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor 
hasil perikanan, dan tambak garam nasional; 
serta menyusun peta jalan (road map) industri 
perikanan nasional. Berdasarkan kajian dari insti-
tusi Transformasi, tercatat setidaknya dibutuhkan 
koordinasi dari 25 institusi negara guna memasti-
kan tercapainya target dari penyusunan road map 
industri perikanan nasional.

Pemerintah Indonesia juga menetapkan Kebi-
jakan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan serta 
“blue economy”. Adapun langkah yang diambil 
dari kebijakan ini ialah dengan mengupayakan 
modernisasi sistem produksi, manajemen hulu 
dan hilir, guna meningkatkan nilai tambah produk 
dan daya saing. 

Contoh dari upaya modernisasi sistem pro-
duksi, misalnya dengan manajemen hulu budi-
daya perikanan (udang, patin dan bandeng). 
Pembudidaya, selain diajarkan inovasi teknologi 
budidaya, juga diajarkan manajemen sumber 
daya ikan. Adapun esensi dari blue economy 
ialah keberlanjutan. Sebagai negara kepulauan, 
laut merupakan faktor dominan pembangunan. 
Adapun prinsip-prinsip dari ekonomi biru adalah 
sebagai berikut:63

1.	 Meningkatkan kesejahteraan nelayan, 
pembudidaya, pengolah, dan pemasar 
hasil perikanan.

2.	 Menyerap tenaga kerja
3.	 Meningkatkan devisa negara. 

•	 Meningkatkan produksi perikanan, baik 
perikanan tangkap maupun perikanan 
budidaya.

•	 Meningkatkan volume produk pengola-
han hasil perikanan (skala UMKM dan 
skala besar)

•	 Pengendalian impor hasil perikanan
•	 Meningkatkan konsumsi ikan perkapita
•	 Mengupayakan swasembada garam
•	 Indonesia memprakarsai upaya pen-

gelolaan perikanan yang sustainable, 
misalnya di wilayah “coral triangle” ber-
sama Filipina, Malaysia, Timor Leste, 
Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. 

•	 Mengidentifikasi potensi dari pulau-pu-
lau kecil, meningkatkan pengawasan 
sekaligus menetapkan kawasan kon-
servasi laut.

•	 Keberlanjutan
•	 Efisiensi sumber daya alam
•	 Meminimalkan limbah
•	 Kepedulian sosial

Sejak tahun 2016, Presiden Republik Indone-
sia menginstruksikan tentang Percepatan 
Pembangunan Industri Perikanan Nasional 

menjadi titik tolak upaya pemerintah guna mewu-
judkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia 
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentin-
gan nasional.61 Adapun Instruksi presiden ini 
memiliki 3 tujuan mendasar, yaitu :

Kebijakan Indonesia Terkait 
Produksi PerikananF

61      Mariza, N Et al, 2016, “Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional”, Transformasi, TR-2016/02
62      Sutardjo, SC, 2014, “Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan”, Kementerian Kelautan dan Perikanan
63      Sutardjo, SC, 2014, “Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan”, Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Adapun aspek - aspek yang dicakup dalam 
ekonomi biru meliputi :

Kebijakan nasional kelautan juga mencakup 
pemanfaatan sumber daya laut, berupa air dan 
daratan di bawah laut serta fungsinya baik di 
permukaan, kolom air dan landasan kontinen 
beserta seluruh isinya sejauh 200 mil ke laut lepas 
dari garis pangkal serta tambahan zona landas 
kontinen hingga 350 mil.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 
pemerintah Indonesia juga mengedepankan as-
pek sustainability. Disamping juga meningkatkan 
daya saing usaha kecil di sektor perikanan. Untuk 
peningkatan daya saing usaha kecil lebih terlihat 
pada usaha budidaya perikanan, meskipun diu-
payakan juga untuk usaha perikanan tangkap. 
Bagi usaha perikanan tangkap yang masih per-
lu ditingkatkan ialah infrastruktur “ rantai dingin”, 
yang juga terkait erat dengan penyediaan sumber 
daya listrik.  

•	 Tata kelola laut yang baik
•	 Pengembangan kawasan ekonomi biru
•	 Pengembangan investasi dan bisnis 

model ekonomi biru
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Sebagaimana diuraikan pada bagian kelema-
han, registrasi kelembagaan perusahaan budi-
daya perikanan masih sangat rendah, yakni hing-
ga tahun 2018 baru terdaftar 258 perusahaan. 
Adapun untuk perusahaan penangkapan, hingga 
2018 baru 127 perusahaan yang sudah resmi 
terdaftar. Atas kondisi tersebut, usulan strategi 
pertama yang diusulkan adalah sinergitas otoritas 
institusi perpajakan dan cukai dengan lembaga 
pembiayaan perikanan dan kelautan, termasuk 
perbankan. Terdapat beberapa usulan tahapan 
dan inisiatif yang dapat ditempuh terkait strategi 
ini dengan penjelasan di bawah ini.

Pertama, dari banyak webinar yang diseleng-
garakan oleh beberapa pihak, terdapat kesan 
bahwa perusahaan-perusahaan, baik kecil, me-
nengah, bahkan cukup besar, memiliki ketakutan 
dan ketidakpercayaan diri untuk mendaftarkan 
lembaga mereka secara legal. Program Tax Am-
nesty (amnesti perpajakan) yang telah dilakukan 
oleh Pemerintah RI pada beberapa tahun sebel-
umnya kiranya dapat diduplikasi untuk diterapkan 
secara khusus pada sektor kelautan dan peri-
kanan. Namun demikian inisiatif ini harus disand-
ingkan dengan insentif kemudahan pembiayaan, 
khususnya dari BLU di bawah Kementerian ke-
lautan dan Perikanan, yakni Lembaga Pengelola 
Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). 
LPMUKP telah menerima mandat untuk menyalur-
kan permodalan dana bergulir yang cukup besar 
dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi 
dan tangkap dari sektor kelautan dan perikanan. 
Namun di sisi lain LPMUKP juga mengalami ken-
dala terkait sangat rendahnya status legalitas para 

pengusaha di sektor kelautan dan perikanan. Atas 
kondisi tersebut, institusi perpajakan dan cukai 
dapat hadir dengan membantu para pengusaha 
di sektor ini untuk mendaftarkan usahanya, bukan 
dalam rangka penegakan hukum, namun lebih 
kepada sisi pelayanan. Bahkan, sangat perlu untuk 
menggaungkan lebih massif lagi berbagai fasilitas 
insentif dari pemerintah untuk sektor kelautan dan 
perikanan dari sisi perpajakan dan cukai yang 
mungkin selama ini belum diketahui para pelaku 
usaha, atau lebih jauh bahkan mungkin menakuti 
mereka karena banyaknya informasi tidak akurat.

Berbagai literatur terkait penerimaan negara 
menyebutkan bahwa compliance (kepatuhan) 
merupakan hasil kombinasi persamaan 
service (pelayanan) ditambah law enforcement 
(penegakan hukum). Di sini terlihat bahwa 
pelayanan merupakan fungsi pertama dan yang 
paling utama untuk mencapai tingginya kepatuhan. 
Adapun penegakan hukum bertindak sebagai 
fungsi tambahan bila melalui pelayanan kepatuhan 
belum tercapai atau terdapat penghindaran yang 
dilakukan oleh pelaku usaha. Upaya pendekatan 
registrasi perusahaan dalam rangka pendaftaran 
legalitas, disertai dorongan informasi insentif serta 
kemudahan akses pembiayaan diharapkan dapat 
meningkatkan secara signifikan pendataan dari 
pengusaha dan perusahaan di sektor kelautan 
dan perikanan. Adanya akurasi pendataan 
tentu akan mempermudah fungsi pemantauan, 
sehingga berbagai upaya tambahan dalam 
rangka meningkatkan kapasitas produksi dan 
tangkapan komoditas perikanan para pengusaha 
dapat secara tepat dirumuskan dan diterapkan di 
lapangan.

Setelah meninjau potensi pasar perikanan Eropa beserta regulasi–regulasi yang harus dipenuhi, maka 
perlu dirumuskan strategi-strategi yang kiranya dapat dipertimbangkan terkait dengan kemampuan 
Indonesia untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan ke Uni Eropa. Bagian ini akan 

mencoba menghadirkan beberapa rumusan strategi, baik dari sisi strategi institusi keuangan publik,  
optimalisasi kelembagaan komunitas, serta pembiayaan alternatif, yang kiranya dapat dilakukan guna 
mencapai target peningkatan produksi dan ekspor tersebut.

Kajian StrategiG

Sinergitas Otoritas Perpajakan dan Cukai dengan Lembaga Pembiayaan 
Perikanan dan KelautanStrategi 1:
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Selain itu, perbaikan dari pendataan dari sisi 
perpajakan dan cukai terhadap para pelaku di 
sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat 
meningkatkan gairah sektor sektor keuangan, 
dalam hal ini lembaga pembiayaan dan perbankan 
untuk secara serius menggarap sektor ini. Saat 
ini persentase kredit yang diberikan untuk sektor 
perikanan pada tahun 2018 masih di bawah 1%, 
dengan nilai kurang lebih sekitar 11 triliun rupiah. 
Pendataan kelembagaan perusahaan, khususnya 
dari sisi perdaftaran legalitas termasuk untuk 
perpajakan dan cukai, tentu dapat meningkatkan 
kepercayaan dari perbankan untuk semakin 
meningkatkan kucuran kreditnya pada sektor ini. 
Lebih jauh, beberapa perusahaan pembiayaan 
digital yang telah resmi terdaftar (financial 
technology - fintech) juga secara perlahan akan 
masuk  sektor ini. Sinergitas berbagai instansi ini, 
yang menaikan angka kredit secara formal, juga 
diharapkan dapat mereduksi secara signifikan 

Indonesia sebagai negara maritim dan 
kepulauan, serta berada pada posisi strategis 
untuk jalur pelayaran internasional, belum 
sepenuhnya kompetitif khususnya dari sisi daya 
dukung infrastruktur pelabuhan. Saat ini sudah 
terdapat 538 pelabuhan perikanan, namun masih 
banyak yang belum beroperasi sesuai dengan 
kebutuhan rantai pasok industri perikanan. 
Strategi kedua yang diusulkan dalam makalah 
ini adalah perlunya fokus akselerasi revitalisasi 
dan pembangunan baru Pelabuhan Perikanan 
Nusantara (PPN) dan Pelabuhan Perikanan 
Samudera (PPS) sebagai kawasan industri 
perikanan terpadu yang terkoneksi dengan 
infrastruktur logistik yang lain seperti bandara, 
jalan tol, dan rel kereta api. 

Dari sisi lokasi, Pemerintah selaku penentu 
penetapan lokasi pelabuhan dapat memfokuskan 
pengembangan di wilayah-wilayah terdepan NKRI 
sekaligus lumbung ikan seperti Natuna, Miangas, 
Morotai, Sorong, dan Kupang, atau wilayah NKRI 
lainnya sesuai kebutuhan. Penentuan lokasi 
pelabuhan PPS maupun PPN sebagai kawasan 
industri pengolahan perikanan terpadu yang 
paling utama tentu harus mempertimbangkan 
pasokan raw materials dari perikanan tangkap 
maupun perikanan budidaya.

Namun demikian, sangat perlu mengevaluasi 
rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk 
mengevaluasi konektivitas dari supply bahan 
baku dengan kecepatan pengiriman menuju 
konsumen. Sebagai contoh, penting untuk 
mempertimbangkan pelabuhan perikanan untuk 
bisa terkoneksi langsung dengan bandara dan 
jalan tol. Hal tersebut diperlukan mengingat 
untuk ikan jenis tertentu, misalnya tuna segar, 
sangat diperlukan kecepatan pengiriman yang 
hitungannya jam demi menjaga kualitas kesegaran 
ikan. Kecepatan pengiriman tersebut selain 
berbanding lurus dengan kualitas kesegaran ikan 
juga berbanding terbalik dengan harga. Semakin 
kecil (singkat) waktu pengiriman, maka semakin 
tinggi harga yang akan ditetapkan oleh pembeli. 
Oleh karena itu, di beberapa wilayah tertentu, yang 
memiliki komoditas ikan segar, maka konektivitas 
dalam RTRW antara pelabuhan perikanan dengan 
bandara menjadi kunci keberhasilan industri 
sektor perikanan.

Selain itu, bila kita mengadopsi guideline 
untuk the transport trans-European (TEN-T) 
network, maka salah satu karakteristik pelabuhan 
besar di Eropa adalah konektivitas dengan 
jaringan sungai besar yang juga bisa dilintasi oleh 
kapal-kapal besar. Oleh karenanya, di beberapa 

pembiayaan non-formal (rentenir) yang selama ini 
sangat merugikan para nelayan di lapangan.

Terakhir, mengingat desa nelayan, khususnya 
di Indonesia bagian timur didominasi etnis 
tertentu yang beragama Islam, maka pendekatan 
syariah juga dapat diterapkan dari lembaga 
pembiayaan. LPMUKP misalnya saat ini sudah 
menyediakan layanan pembiayaan dana bergulir 
syariah antara lain nisbah mudharabah, ujroh 
untuk pembiayaan ijarah, termasuk margin untuk 
pembiayaan murabahah. Pendekatan kultural dan 
syariah akan semakin memperkuat pembiayaan 
formal bagi nelayan sehingga dapat terhindar dari 
rentenir. Pelayanan perpajakan dan cukai dapat 
hadir dalam rangka membantu mereka dari sisi 
formalitas perpajakan dan legalitas perusahaan 
dalam mengakses pembiayaan tersebut.

Sinergitas Pengembangan Kawasan terkait Pengembangan Industri Terpadu 
Perikanan dan Kelautan Strategi 2:
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wilayah di tanah air yang memiliki sungai besar, 
potensi tersebut kiranya bisa dioptimalkan dalam 
mendukung pelabuhan perikanan. Hal tersebut 
diperlukan guna mendukung perikanan sektor 
budidaya yang tren-nya dari tahun ke tahun 
semakin meningkat. Selain itu, ikan hasil budidaya 
juga semakin dipermudah terkait sertifikasi 
sustainability-nya, sehingga bisa menjadi salah 
satu faktor pendorong ekspor ke pasar perikanan 
di Eropa.

Di Indonesia, peraturan tata ruang terbagi 
menjadi 3, yaitu perencanaan tata ruang 
nasional, perencanaan tata ruang provinsi, dan 
perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. 
Untuk perencanaan tata ruang tingkat nasional 
jangka waktu perencanaan cukup panjang, 
yaitu 20 - 30 tahun. Peninjauan dilakukan setiap 
5 tahun sekali. Perencanaan tata ruang nasional 
ini berwenang menentukan penataan kawasan 
strategis nasional, serta memastikan sinergi 
perkembangan antar wilayah provinsi serta 
keserasian antar sektor. 

Perencanaan tata ruang provinsi wajib 
mengacu pada kebijakan perencanaan tata ruang 
nasional. Dimana dalam hal ini, ketika pemerintah 
pusat sudah menentukan bahwa provinsi 
tersebut menjadi salah satu kawasan strategis 
nasional, maka perencanaan tata ruang di 
provinsi tersebut wajib memprioritaskan kebijakan 
dari pemerintah pusat sambil berkoordinasi 
dengan provinsi-provinsi di sekitarnya guna 
menghasilkan kebijakan tata ruang yang saling 
mendukung satu sama lain. Dalam hal ini, 
provinsilah yang berwenang untuk menetapkan 
kawasan strategis nasional yang telah ditentukan 
dalam perencanaan tata ruang nasional. Setelah 
ditetapkan oleh provinsi, maka pihak pemerintah 
daerah tingkat II mengimplementasikan ketetapan 
dari tingkat provinsi tadi ke dalam rencana detail / 
rinci kawasan strategis nasional tadi.

Kawasan-kawasan provinsi terluar NKRI sudah 
ditetapkan sebagai kawasan strategis industri 
perikanan, namun demikian masih terdapat 
hambatan-hambatan sehingga pembangunan 
infrastruktur pendukung industri perikanan ini 
masih belum terwujud. Ada berbagai faktor yang 
harus diperbaiki, terkait dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah dari kawasan strategis terkait hal ini. 

Diantaranya terkait prioritas. Tidak jarang, provinsi 
terluar yang menjadi lumbung ikan ini juga menjadi 
prioritas nasional untuk pengembangan hal yang 
lain di luar pengembangan industri perikanan. 
Sehingga terdapat produk hukum yang lain, 
yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan 
RTRW. Tidak jarang, hal ini menimbulkan tumpang 
tindih dan kerancuan mengenai produk hukum 
yang mana yang dipandang paling tinggi untuk 
menjadi acuan penyusunan RTRW provinsi. Untuk 
itu disarankan agar Pemerintah pusat selaku 
penyusun dari Rencana Tata Ruang nasional 
memberikan arahan yang jelas mengenai hal ini. 
Di sisi lain, ketika sudah ada kejelasan dari pihak 
pemerintah pusat, maka pemerintah provinsi 
harus bergerak cepat menetapkan kawasan 
strategis provinsi, untuk kemudian dapat segera 
diikuti oleh pemerintah daerah tingkat II yang 
memiliki kewenangan untuk menyusun rencana 
detail penataan kawasan tersebut. Peran provinsi 
dalam hal ini sangat penting, mengingat lokasi 
infrastruktur penunjang industri (tidak hanya 
industri perikanan) dapat terpencar pada lebih 
dari 1 daerah tingkat II.

Rencana Tata Ruang di Indonesia, 
penyusunannya diwajibkan menyertakan 
masyarakat. Untuk pengembangan industri 
perikanan maka yang dimaksud masyarakat 
dalam hal ini adalah komunitas nelayan setempat 
beserta pihak swasta yang dapat membantu 
pengembangan infrastruktur industri perikanan. 
Amanat ini juga sejalan dengan visi Uni Eropa 
yang menekankan peran serta masyarakat 
dalam pengembangan industri perikanan. 
Namun demikian, dalam penyusunan RTRW 
yang sering terjadi ialah pelibatan masyarakat/
komunitas nelayan hanya sekedar diundang 
pada acara sosialisasi penyusunan RTRW, 
dicatat pendapatnya, namun kemungkinan suara 
komunitas turut mempengaruhi isi RTRW yang 
disusun tidak terlalu signifikan. Peran masyarakat 
yang dapat lebih signifikan dalam hal ini ialah 
suara dari kelompok pengusaha atau investor. Hal 
ini juga harus diperhatikan dalam evaluasi RTRW 
agar supaya program nasional tetap menjadi 
prioritas, sembari memperhatikan kepentingan 
masyarakat kecil dan tidak dikendalikan oleh 
kepentingan investor semata.
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Rekomendasi kebijakan kami yang ketiga 
disampaikan dalam rangka mengatasi permasa-
lahan keterbatasan kapasitas daya tangkap nel-
ayan Indonesia yang masih tradisional dan 99% 
dari mereka menggunakan kapal dengan ukuran 
<30 GT dengan fishing gears kurang efisien. Na-
mun demikian, mereka juga memiliki kendala per-
modalan karena kapal diatas 30 GT akan meng-
habiskan modal diatas 3 hingga 5 milyar rupiah. 
Di samping itu, mayoritas unit usaha juga bukan 
perusahaan yang memiliki legalitas lengkap dan 
terdaftar di otoritas perpajakan dan cukai, sehing-
ga semakin sulit mendapatkan pembiayaan dari 
perbankan.

Namun demikian, dari kajian SWOT, kami me-
nemukan bahwa berdasarkan data dari BPS saat 
ini terdapat 12.857 desa yang berada di tepian 
laut dan sebagian dari mereka berstatus sebagai 
desa nelayan. Di sisi lain, Pemerintah juga sedang 
menggalakkan pengembangan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) guna mengakselerasi per-
tumbuhan perekonomian berbasis potensi lokal 
desa. Selain itu, pengelolaan BUMDes yang baik 
juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 
Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga secara 
institusi desa bisa semakin mandiri. 

Kami melihat bahwa dari sisi sumber daya ma-
nusia, para nelayan di tanah air memiliki kemam-
puan melaut yang sangat baik, terbukti meskipun 
hanya dengan perlengkapan tradisional mereka 
bisa menangkap ikan di perairan sesuai daya je-

Konsumsi ikan serta produk laut 
saat ini di Eropa mencapai hingga 24 
kg/kapita per tahun. Dari konsumsi 
tersebut, secara mengejutkan kon-
sumsi tertinggi adalah jenis ikan tuna 
yang sebagian besar yang sudah 
berbentuk dikalengkan (canned). 
Secara lebih detail, berikut disajikan 
data konsumsi ikan per kapita per ta-
hun di Eropa:

lajah perahu mereka. Keunggulan sumber daya 
tersebut bila didukung dengan perahu yang be-
sar serta peralatan tangkap yang baik maka akan 
menjadi kombinasi kapasitas yang potensinya 
tinggi. BUMDes dapat dioptimalkan sebagai pe-
rusahaan pemilik kapal diatas 30 GT sekaligus 
pengayom dari para nelayan yang menjadi bi-
naan serta warga desa setempat. Sebagai insti-
tusi bisnis legal di bawah naungan instansi desa, 
BUMDes dapat jauh lebih mudah untuk mengak-
ses permodalan dalam rangka pengadaan kapal 
besar, baik melalui perbankan, LPMUKP, maupun 
institusi keuangan lainnya. Selain permodalan 
untuk pembelian kapal, BUMDes juga sebaiknya 
mendaftarkan modal kapalnya tersebut, termasuk 
sumber daya manusianya, ke lembaga asuransi 
guna mengantisipasi beberapa kerugian yang 
dapat terjadi di masa mendatang. Asuransi ini, 
baik barang modal, kesehatan, maupun jiwa, dap-
at menghindarkan BUMDes dari kehilangan total 
akibat harus menanggung kerugian yang terjadi.

Dengan adanya pengadaan kapal bertonase 
besar di atas 30 GT oleh BUMDes di desa-desa 
pesisir, diharapkan kemampuan daya jelajah nel-
ayan tanah air akan meningkat secara signifikan. 
Keberadaan BUMDes sebagai penaung nelayan 
akan juga membawa kesejahteraan secara kolek-
tif dalam satu desa, sehingga peningkatan kese-
jahteraan nelayan akan jauh lebih merata diband-
ingkan bila pengadaan kapal tersebut bersumber 
dari modal perseorangan atau perusahaan privat.

Kapal Tangkap untuk BUMDes Sektor Kelautan

Pengembangan Budidaya Ikan Tuna

Strategi 3:

Strategi 4:

Konsumsi Jenis Ikan Per Kapita Per Tahun di Eropa
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Indonesia sebagai penangkap dan produsen 
ikan tuna terbesar di dunia tentu harus mengopti-
malkan data konsumsi tuna tersebut di atas. Na-
mun demikian, kebijakan perikanan Eropa yang 
secara terus-menerus mendorong budidaya juga 
harus disiasati dengan cermat oleh Indonesia. 
Strategi ke-4 yang kami usulkan pada makalah 
ini adalah perlunya dorongan dan upaya serius 
pengembangan budidaya ikan tuna di Indonesia. 

Tabel pada halaman 25, menempatkan Nor-
wegia sebagai eksportir terbesar kedua secara 
global. Norwegia dapat unggul pada sektor ini 
bukan bergantung pada sisi penangkapan tetapi 
dari sisi budidaya khususnya ikan salmon yang 
merupakan spesies yang menjadi unggulan ne-
garanya. Tantangan budidaya salmon dengan 
siklus hidupnya yang cukup rumit dapat ditaklu-
kan dengan sinergi tripartit antara pemerintah se-
laku regulator, lembaga penelitian untuk pengem-
bangan, serta pelaku usaha sebagai eksekutor 
industri. Indonesia dengan modal kuat ikan tuna 
serta iklim tropis dan luasnya lahan tentu memi-
liki peluang besar mengembangkan budidaya 
tuna sebagaimana yang sudah diupayakan saat 
ini. Saat ini tuna aquaculture atau fattening telah 

serius dikembangkan di banyak negara dan pro-
dusen terbesar di dunia saat ini yaitu Spanyol, 
Kroasia, dan Malta. Beberapa negara lainnya 
yang juga mengembangkan budidaya tuna an-
tara lain Yunani, Italia, Maroko, Portugal, Tunisia, 
dan Turki. Angka produksi budidaya tuna men-
galami peningkatan cukup signifikan dari hanya 
sekitar 421.000 ton di tahun 1998 hingga menjadi 
7 juta ton di tahun 2017. Kondisi ini tentu harus 
disikapi serius oleh Indonesia sebagai penang-
kap tuna terbesar di dunia bila sewaktu-waktu, 
karena alasan keberlangsungan ekosistem, tuna 
hasil tangkap dari alam akan ditolak pasar. Oleh 
karenanya, pengembangan budidaya tuna harus 
menjadi strategi yang digarap bersama-sama, lin-
tas institusi dan sektor, di Indonesia.

Untuk pengembangan budi daya ikan, pe-
merintah Indonesia telah berketetapan untuk 
meningkatkan peran UMKM. Dalam hal ini yang 
perlu diperhatikan tidak hanya akses UMKM ter-
hadap permodalan, maupun teknologi budi daya 
dan teknologi industri pengolahan hasil budi daya 
perikanan, namun juga pelatihan managerial dan 
pemasaran bagi para pelaku usaha (UMKM).

Salah satu ancaman serius yang cukup mem-
bahayakan keberlangsungan jangka panjang se-
ktor perikanan dan kelautan adalah pemanasan 
global serta kerusakan lingkungan ekosistem. 
Bahkan, di beberapa wilayah Indonesia kerusakan 
terumbu karang serta kenaikan permukaan air laut 
sudah terjadi pada beberapa tahun terakhir. Indo-
nesia sebagai negara yang terdampak langsung 
oleh perubahan iklim global harus bergerak cepat 
melakukan berbagai upaya untuk mereduksi emi-
si karbon serta memitigasi kerusakan lingkungan 
secara dini.

Bila seluruh mitigasi kerusakan lingkungan 
hanya mengandalkan APBN, APBD, serta dana 
dari BUMN/D, maka tentu terdapat batasan ruang 
fiskal mengingat besarnya cakupan berbagai 
sektor yang harus diayomi oleh Pemerintah. Sa-
lah satu peluang yang dapat diambil antara lain 

adalah inisiatif program dan kegiatan yang secara 
langsung dapat mereduksi emisi karbon sehingga 
dapat memperoleh pembiayaan dari berbagai 
lembaga, salah satunya Green Climate Fund 
(GCF)64. GCF merupakan sumber pembiayaan 
terbesar di dunia yang dikelola oleh the United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) yang berfokus pada proyek 
mitigasi perubahan iklim.

Atas dasar tersebut, mengingat Indonesia, 
khususnya masyarakat nelayan dan pesisir, 
merupakan negara yang terdampak langsung 
oleh perubahan iklim, maka banyak sekali 
program dan inisiatif yang dapat selaras dengan 
misi GCF. Lebih jauh, bila proyek yang dikerjakan 
digabungkan dengan proyek padat karya yang 
mengikutsertakan nelayan guna menyediakan 
mata pencaharian alternatif, khususnya ketika 

Optimalisasi Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Inisiatif Konservasi 
Sustainabilitas Perikanan dan KelautanStrategi 5:

64      Lebih detail tentang GCF dapat diakses melalui link berikut ini: https://www.greenclimate.fund/about
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musim paceklik ikan dan cuaca buruk, maka 
kemungkinan persetujuan akan semakin lebih 
tinggi. Indonesia telah memiliki proyek yang sudah 
disetujui dengan pendanaan dari GCF antara lain 
untuk pemulihan hutan dan alih fungsi lahan. Oleh 
karenanya sangat perlu dirumuskan proyek yang 
terkait dengan pemulihan ekosistem laut, seperti 
penyelamatan terumbu karang serta kawasan 
mangrove yang akan sangat berpengaruh 
terhadap keberlangsungan perikanan dan 
kelautan dalam jangka panjang.

GCF hanyalah salah satu contoh unit 
pembiayaan yang dapat diakses dalam rangka 
pendanaan upaya konservasi guna menjaga 
sustainabilitas lingkungan, termasuk untuk sektor 
perikanan dan kelautan. Sinergitas berbagai pihak 
untuk merumuskan proyek serta akuntabilitas 
dalam eksekusi pelaksanaan kegiatan, khususnya 
dari gangguan korupsi, sangat diperlukan. Hal 
tersebut tidak saja untuk pengaliran pembiayaan 
pembangunan, namun lebih jauh sebagai upaya 
konservasi alam untuk jangka panjang dengan 
tidak terlalu membebani ruang fiskal keuangan 
negara.

Terkait dengan GCF, Uni Eropa juga memiliki 
program serupa terkait perikanan, di mana Uni 
Eropa membantu mendanai negara - negara 
yang terikat perjanjian dengan Uni Eropa untuk 
mengembangkan perikanan yang sustainable. 
Barangkali peluang ini dapat dijajaki oleh 
pemerintah Indonesia dalam perundingan 
perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Opsi lain untuk sumber pembiayaan alternatif 
bagi konservasi sustainabilitas perikanan dan 
kelautan dapat melibatkan pengusaha atau 
investor besar yang terlibat dalam kegiatan 
budidaya perikanan. Bagi mereka yang diberikan 
konsesi khusus terkait hal ini, dapat diwajibkan 
untuk turut membiayai usaha konservasi sebagai 
timbal balik konsesi yang diberikan.
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Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa 
merupakan pasar produk perikanan yang terus berkembang. Di mana di 
Uni Eropa sendiri, sekalipun menunjukkan peningkatan konsumsi produk 

perikanan perkapita, namun di saat yang sama Eropa mengalami penurunan dalam 
produksi hasil perikanannya. Selain masalah-masalah internal terkait pengelolaan 
sumber daya yang terbatas, saat ini Uni Eropa sedang mengalami permasalahan 
yang dapat berimbas pada produksi hasil perikanannya. Adapun permasalahan 
tersebut diantaranya terkait merebaknya pandemi covid19 serta BREXIT. 

Terkait dengan trend pasar perikanan Eropa, Indonesia sebagai negara 
produsen produk perikanan nomor 2 di dunia tentunya berpeluang untuk memenuhi 
sebagian dari permintaan pasar produk perikanan di Eropa. Namun tentunya hal 
ini tidak lepas dari kendala, misalnya masih belum tercapainya titik temu dalam 
perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dengan situasi 
ini, maka produk perikanan Indonesia masih terkendala dengan bea masuk, yang 
mana menjadikan produk Indonesia jadi kurang dapat bersaing dengan negara-
negara lainnya. 

Strategi yang dipaparkan dalam kajian ini mencoba untuk mengurangi dampak 
kurangnya daya saing produk perikanan Indonesia di pasar Uni Eropa. Yang mana 
salah satu hal yang perlu digaris bawahi adalah masalah sinergi antar institusi dan 
kebijakan-kebijakannya. Selain strategi yang mendukung pelaku usaha dalam 
bidang produksi perikanan, terlebih khusus para nelayan. Serta strategi pembiayaan 
yang dapat membantu kebijakan pemerintah Indonesia terkait perikanan yang 
berkelanjutan. 

Namun demikian, kajian ini masih sangat terbatas serta perlu dikembangkan 
lebih lanjut. Misalnya, dalam kajian ini dibahas mengenai potensi pasar ikan tuna 
dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk ikan tuna 
Indonesia. Sedangkan potensi pasar di Uni Eropa tidak hanya tuna, melainkan juga 
udang. Dibutuhkan kajian yang lebih mendalam, spesifik terkait dengan komoditas 
yang hendak diperdagangkan, serta negara yang menjadi target pemasaran. Selain 
itu perlu juga kajian lain yang lebih mendalam mengenai strategi pemasaran produk 
perikanan Indonesia di dalam wilayah Uni Eropa. Misalnya kampanye mengenai 
budi daya perikanan Indonesia yang sustainable, atau pengenalan produk-produk 
unggulan dari hasil laut dan budidaya perikanan Indonesia. Tentunya kajian ini harus 
disesuaikan juga dengan karakter masing-masing negara anggota Uni Eropa. 
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